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KATA PENGANTAR

Puyji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT,
bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah dapat disusun
dengan baik.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022
bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun
2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Provinsi Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala
Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan
pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sampai adanya Gubernur terpilih
dari hasil Pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024
serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk
menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi
Tahun 2023-2026;

Mengingat masa jabatan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Periode 2017-2022 berakhir pada Tahun 2022 dan otomatis
berakhir pula masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017-2022 maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun
2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Provinsi Tahun 2023-2026 dan menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026;

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi

RPJPD Provinsi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi
Tahap Keempat, dan isu strategis actual

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026 yang penyusunannya dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional
dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai
dengan Tahun 2025;



3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun
2017-2022;

4. Isu-isu strategis yang berkembang;

5. Kebijakan nasional,

6. Regulasi yang berlaku

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi
Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan
daerah.

Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD
Provinsi dengan mempehatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-
2024;

2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome)
Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja
PD sampai dengan Tahun 2021;

3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh
kegiatan/Subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian
hasil (outcome);

4. Isu-isu strategis yang terkai dengan bidang urusan dan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) perangkat daerah;

Kebijakan nasional;

Regulasi yang berlaku,;

7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder)
pembangunan daerah.

o o

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang
akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra
yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai
dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan kontribusi baik berupa pemikiran dan masukan sehingga
dokumen Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026 ini dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen
Renstra ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsi



Sekretariat Daerah dan kemajuan pembangungan Provinsi Kepulauan
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan yang
mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai
alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu pada masa mendatang. Terdapat 4 (empat) elemen dasar
perencanaan, Yyaitu (1) merencanakan berarti memilih, (2)
perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, (3)
perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4)
perencanaan untuk masa depan. Perencanaan memiliki arti yang
penting bagi suatu pemerintahan seiring dengan kewenangan yang
dimiliki untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik
bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk
merumuskan  strategi, kebijakan, program dan = kegiatan
pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,
perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan
yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5
(lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat provinsi, ketiga
bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah
(PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka
waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu
tahun.

Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat
manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk
melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana
strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi
dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10
tahun ke depan (Kerzner, 2001). Sebagai perencanaan yang
berorientasi ke depan dalam upaya untuk membangun masyarakat
berbasis perspektif kebutuhan maka penyusunan rencana strategis
perlu didasarkan pada partisipasi masyarakat; data dan informasi
yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi
daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara



terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Dalam pelaksanaan tatakelola pemerintahan, baik nasional
maupun daerah, organisasi pemerintah yang dibentuk wajib
menyusun Rencana Strategis (Renstra) organisasinya sebagai
represetasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari
pembentukan organisasi itu sendiri.

Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD
yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun
waktu S (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target
indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber
pembiayaan selama kurun waktu S (lima) tahun, yang mengacu pada
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan Renstra  tersebut harus  juga
mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya
perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut
selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala
dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksaanaan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, dan terutama yang menyangkut
berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan
pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan
proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif
dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan
pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Oleh karenanya, setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis
PD dengan berpedoman pada RPJMD. Sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (1),
bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada RPJMD”. Sedangkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1) menyatakan
bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.



Mempedomani aturan tersebut, maka Sekretariat Daerah
(Setda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu
organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk guna melaksanakan
fungsi Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi,
pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi dan pelayanan
administratib, pembinaan pegawai ASN pada Perangkat Daerah di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga memiliki kewajiban untuk
menyusun Renstra PD Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 70 Tahun
2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022. Mengingat masa jabatan Kepala Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022 berakhir pada Tahun
2022 dan otomatis berakhir pula masa berlaku dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 maka sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun
2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Provinsi Tahun 2023-2026 dan menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026;

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD
Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan norma,
standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra
PD Provinsi dengan mempehatikan :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun
2020-2024;

2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome)
Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau
Renja PD sampai dengan Tahun 2022;

3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh
kegiatan/Subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam
pencapaian hasil (outcome)

4.Isu-isu strategis yang terkai dengan bidang urusan dan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;

5. Kebijakan nasional;



6. Regulasi yang berlaku

7.Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan
(stakeholder) pembangunan daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026 yang selanjutnya akan digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya
dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga
akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan
sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah
ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana
diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja
Sekretariat Daerah akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Setda, selanjutnya substansi RKA tersebut
akan tercermin pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (RAPBD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar dalam
penyusunan dokumen Renstra harus memailiki hubungan yang sinergi
dengan dokumen perencanaan lainnya.

Hubungan antar dokumen Renstra dengan dokumen
perencanaan lainnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43395);



4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang—undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

10.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah dan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 050-
3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonedia Nomor 70
Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
6



19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-
2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017 Nomor 78 Seri F).

20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68A
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2021 Nomor 12 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 adalah untuk:

a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat,
dan Isu strategis actual menjadi tujuan, sasaran, strategi, program
dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2023-2026 sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam
Negeri Republik Indonedia Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun
2022;

b. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara
(ASN) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

c. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang
rencana program dan rencana kerja Sekretariat Daerah dalam
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan
pembangunan di daerah.

d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung terutama berkenaaan dengan perencanaan,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.



e. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas
perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian
target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan
Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

f. Mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 adalah untuk :

a.

Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Setda sebagai
institusi yang menpunyai tugas membantu Gubernur dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasiaan administratib
terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administratib.

Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Setda.

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2023-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan disusun dalam
sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
sebagai berikut:

Bab. 1 Pendahuluan;

1.1.

1.2.

Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat
Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat
Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan
Renja Perangkat Daerah.

Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
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1.3.

1.4.

Bab.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sistematika Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2 Gambaran Pelayanan SETDA

Tugas, Fungsi, dan Struktur SETDA

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
Setda, struktur organisasi Setda, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon dibawah Sekretaris Daerah (Sekda)
Uraian tentang struktur organisasi Setda
tersebut ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah
personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur,
mekanisme).

Sumber Daya SETDA Memuat penjelasan ringkas tentang macam
sumber daya yang dimiliki oleh Setda dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan
unit usaha yang masih operasional.

Kinerja Pelayanan SETDA

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Setda berdasarkan
sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator
kinerja pelayanan Setda dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s
atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SETDA Bagian
ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan
Renstra SETDA kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW,
dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Setda pada
lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam
pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan
lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.



Bab. 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SETDA.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan
pelayanan Setda beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya.
Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Setda yang
terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil
Gubernur, selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan
pelayanan Setda, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong pelayanan Setda yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut.
Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan
perumusan isu strategis pelayanan Setda.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Setda Kabupaten/Kota.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Setda yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran
jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Setda
kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Setda ditinjau dari implikasi RTRW dan
KLHS.

Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Setda ditinjau dari:

. gambaran pelayanan Setda;

. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

. sasaran jangka menengah dari Renstra Setda kabupaten/kota;

. implikasi RTRW bagi pelayanan Setda; dan

. implikasi KLHS bagi pelayanan Setda.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan
hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada
bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang
akan ditangani melalui Renstra Setda pada tahun rencana.

ua b W N =
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Bab. 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setda.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab. 5 Strategi dan Arah Kebijakan.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan Setda dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab. 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab. 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Setda yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Setda
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab. 8 Penutup
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BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14
Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah unsur
pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai Tugas membantu Gubernur dalam
penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan secara administratif. Dalam

pelaksanaan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi.

a.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

o

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi.

o

Pelayanan Administratif dan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara pada Perangkat Daerah.

e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Guna mendukung tugas dan fungsi tersebut, secara struktural, Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari : 1 (Satu) Sekretaris
Daerah, 3 (Tiga) Asisten, 7 (tujuh) Kepala Biro dan 27 (dua puluh tujuh

koordinator) serta 81 (delapan puluh satu kepala sub koordinator).

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dan

bertanggung jawab kepada Gubernur dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

[. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. Biro Pemerintahan, membawahkan:
i. Koordinator Administrasi Kewilayahan, terdiri dari :
a. Sub Koordinator Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah.
b. Sub Bagian Tata Usaha.
c. Sub Koordinator Administrasi Pertanahan.

ii. Koordinator Otonomi Daerah, terdiri dari :
12



Sub Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Otonomi Daerah.

Sub Koordinator Fasilitasi Kepala Daerah dan Legislatif.

Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi

Kinerja Pemerintahan.

iii. Koordinator Kerja Sama, terdiri dari :

a.
b.

C.

Sub Koordinator Fasilitasi Instansi Vertikal.
Sub Koordinator Kerja sama Swasta dan Luar Negeri.

Sub Koordinator Kerja sama Antar Daerah.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

i. Koordinator Fasilitasi Kegamaan, terdiri dari :

a.
b.

C.

Sub Bagian Tata Usaha.
Sub Koordinator Urusan Perhajian, Wakaf dan Zakat.
Sub Koordinator Kelembagaan dan Bina Kerukunan

Beragama.

ii. Koordinator Pendidikan dan Pariwisata, terdiri dari:

a.

Sub Koordinator Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga.
Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana.

iii. Koordinator Sosial, Kesehatan dan Transmigrasi, terdiri dari :

a.

b.

Sub Koordinator Kesehatan.

Sub Koordinator Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Biro Hukum, membawahkan :

i. Koordinator Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari :

a.
b.

C.

Sub Koordinator Peraturan Daerah.
Sub Koordinator Peraturan Gubernur dan Keputusan
Gubernur.

Sub Koordinator Naskah Hukum Lainnya.

ii. Koordinator Pelayanan Hukum, terdiri dari :

a.

b.

Sub Koordinator Sengketa Hukum

Sub Koordinator Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi
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iii.

C.

Hukum
Sub Koordinator Penyeluhan Hukum dan Hak Azasi

Manusia.

Koordinator Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum, terdiri

dari :

a.

b.

C.

Sub Koordinator Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan
Hukum.
Sub Koordinator Publikasi Informasi Hukum.

Sub Bagian Tata Usaha.

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahkan :

i.

ii.

iii.

Koordinator Adminstrasi Perekonomian dan Perencanaan,

terdiri dari :

a.

b.

C.

Sub Koordinator Analisis Makro Ekonomi dan Prasarana
Perekonomian.
Sub Koordinator Perencanaan Program Sekretariat Daerah.

Sub Bagian Tata Usaha.

Koordinator Sumber Daya Alam, BUMD dan Penyertaan Modal,

terdiri dari :

a.

Sub Koordinator Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil Menengah.

Sub Koordinator Pertanian, Kelautan dan Perikanan,
Ketahanan Pangan, ESDM, Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Sub Koordinator Pariwisata dan Budaya, BUMD, Penyertaan

Modal.

Koordinator Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

a.
b.

C.

Sub Koordinator Pengendalian Pembangunan.
Sub Koordinator Analisis dan Pengkajian Pembangunan.

Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan.

2. Biro Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :

1.

Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :

a.

Sub  Koordinator  Pengelolaan  Strategi  Pengadaan
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ii.

1ii.

Barang/Jasa.

b. Sub Koordinator Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Sub Koordinator Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
Barang/Jasa.

Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik,

terdiri dari :

a. Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik.

b. Sub Koordinator Pengembangan Sistem Informasi.

c. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Pengadaan
Barang/Jasa.

Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa,

terdiri dari :

a. Sub Koordinator Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa.

b. Sub Koordinator Pembinaan Kelembagaan Pengadaan
Barang/Jasa.

c. Sub Koordinator Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan

Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

III. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Biro

i.

ii.

iii.

Organisasi, membawahkan :

Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari :
a. Sub Koordinator Analisis Organisasi.

b. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

c. Sub Koordinator Analisi dan Formasi Jabatan.
Koordinator Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja,
terdiri dari :

a. Sub Koordinator Akuntabilitas Kinerja.

b. Sub Koordinator Reformasi Birokrasi.

c. Sub Koordinator Budaya Kerja.

Koordinator Tata Laksana, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Tata Laksana Pemerintahan.

b. Sub Koordinator Tata Laksana Pelayanan Publik.
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c. Sub Bagian Tata Usaha.

2. Biro Umum, membawahkan :

i. Koordinator Rumah Tangga dan Protokol, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Rumah Tangga.

b. Sub Koordinator Protokol.

c. Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Staf Ahli.

ii. Koordinator Perlengkapan, terdiri dari :

a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan.

b. Sub Koordinator Pengandaan dan Pemeliharaan.

c. Sub Koordinator Inventarisasi dan Penyimpanan.

iii. Koordinator Keuangan, terdiri dari :
a. Sub Koordinator Urusan Gaji.
b. Sub Koordinator Perjalanan Dinas.

c. Sub Koordinator Perbendaharaan.

IV. Kelompok Jabatan Fungsional
V. Staf Ahli

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil termasuk honorer di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 527 orang, untuk

komposisi pegawai/honorer beserta tingkat pendidikan formal dapat dilihat

pada Tabel dan Diagram berikut.

TABEL II.1

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON

NO JABATAN JUMLAH
1 ESELON I 1
2 ESELON II 13
3 ESELON III 21
4 JABATAN FUNGSIONAL 61
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5 JFU/JFT/CPNS 283
6 HONORER 204
Total 600

DIAGRAM 2.1

KOMPOSISI PEGAWAI DAN HONORER SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

FLON Il
2%  ESELON Il

4%

ESELOEIS
0%

JF
15%

2. Tingkat Pendidikan Pegawai
Tingkat pendidikan formal pegawai dan honorer di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL II1.2

TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI DAN HONORER
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH

1 S3 4

2 S2 39

3 S1 330

4 D4 4

5 D3 23

6 D1 3

7 SMA 174

8 SMP 16
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Total 600

DIAGRAM 2.2

TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI DAN HONORER
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JUMLAH

smp SD s3
3% 1% 1%

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja PD yang
diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan PD dengan
kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja

pelayanan tersebut.

Ketercapaian target berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan selama S (lima ) tahun pada Sekretariat Daerah masing-masing
Biro adalah Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung berdasarkan pelaksanaan program pembangunan selama lima
tahun (2023-2026) dapat dilihat pada tabel 11.3
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Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

" - Target
Indlk.?tor Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
N sesuai Tugas dan et Targe or
o Fungsi Perangkat NSP tIKK Lainn
Daerah K Y
a
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 15 -16 -17 -18 19

Pelayanan 107,10 95,43% 71,98%
Administrasi 25.427.230.605 26.765.505.900 28.103.781.195 27.231.925.246 25.543.271.31 20.229.822.532 %

Perkantoran 4

Peningkatan Sarana 76,03% 104,40 76,35%
dan Prasarana 18.575.761.110 19.553.432.748 20.531.104.385 14.122.244.847 20.413.800.61 15.676.124.408 %

Aparatur 7

Peningkatan Disiplin 101,56 33,97% 7,51%
Aparatur 982.720.000 1.031.856.000 1.083.448.800 998.064.000 350.500.000 81.337.500 %

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 559.400.000 600.000.000 630.000.000
Peningkatan 87,93% 65,21% 64,73%
pelayanan kedinasan 2.849.360.000 2.991.828.000 3.141.419.400 2.505.401.370 1.951.024.908 2.033.377.232

Kepala Daerah/Wakil

Daerah




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Monitoring dan
Evaluasi Sarana
Prasarana
Perekonomian di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Monitoring
pengawasan supplay
dan demand barang
dan jasa di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

101.000.000 101.000.000

Monitoring dan
Evaluasi Sistem Resi
Gudang Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

100.000.000

100.000.000 125.000.000

37.160.000 2.625.000

37,16% 2,10%

Koordinasi
Pengawasan Tim
Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) di
Provinsi Kepulauan
Bangka belitung

198.500.000

310.000.000 320.000.000

112.151.410

46.036.788 13.563.098

56,50%

14,85% 4,24%

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi UKM di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

125.000.000 130.000.000

31.795.200 2.625.000

25,44% | 2,02%

21




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Kerjasama di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Monitoring dan
Evaluasi
pengembangan
industri hilir di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Monitoring,Evaluasi
Promosi potensi
daerah (EXPO)
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

117.856.050

220.000.000 230.000.000

80.128.920

74.579.800 2.625.000

67,99%

33,90% 1,14%

Monitoring dan
Evaluasi Analisis
Ekonomi Makro di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

117.100.800

140.000.000 140.000.000

62.321.600

1.198.550.703 5.125.000

53,22%

856,11 3,66%
%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Koordinasi,Monitoring
dan Evaluasi Koperasi
dan UMKM di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

166.000.000

100.000.000 100.000.000

65.843.612

34.363.300

39,66%

34,36%

Forum Pengembangan
Ekonomi

119.100.000

210.000.000 220.000.000

65.430.698

44.989.618 3.125.000

54,94%

21,42% 1,42%

Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Perindustrian dan
Perdagangan di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

2.625.000

2.625.000

100,00
%

Kegiatan Kerjasama
IMT-GT Regional
Sumatera dan
Sekretariat IMT-GT
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

26.664.810

23.432.623

87,88%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
Kegiatan Monitoring 100,00
dan Evaluasi Berkah 2.625.000 2.625.000 %

Mart di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Distribusi
Penggunaan Subsidi
listrik di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Distribusi
Bahan Bakar Minyak
dan Gas di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

153.324.000

162.500.000 162.500.000

87.750.221

1.600.000 2.625.000

57,23%

0,98%

1,62%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Penataan
serta Pengembangan
Lahan Kritis di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

100.000.000

100.000.000 100.125.000

1.512.500

2.625.000

1,51% 2,62%

Monitoring dan
evaluasi Perizinan
Analisis mengenai
Dampak Lingkungan
(Amdal) di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

50.000.000

70.000.000 104.000.000

1.812.400

2,59%

Kajian Perumusan
Kebijakan Peningkatan
Peran dan Fungsi Balai
Benih Pertanian,
Kelautan dan
Perikanan
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Monitoring, Evaluasi
dan Koordinasi
Komoditi Pangan

137.765.700

150.000.000 150.000.000

77.557.075

1.512.400 2.625.000

56,30%

1,01% 1,75%

Koordinasi dan
Monitoring
Pengembangan
Potensi Energi Baru
Terbarukan di PRovinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Monitoring dan
Evaluasi Tim Terpadu
Penanganan masalah
Penambangan Timah
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

203.835.075

400.000.000 400.000.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 2 3 2 3 4 5
Koordinasi,Monitoring 0 0
dan Evaluasi komoditi
lada di Prov.Kep.Babel
Koordinasi 0 0

Pemerataan dan
percepatan
penggunaan energi
alternatif di Provinsi

Kepulauan Bangka
Belitung

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi kajian potensi
investasi di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pembentukan Bank
Umum Syariah Bangka
Belitung

762.011.400

1.500.000.000 200.000.000

267.932.428

26.528.600

35,16% 1,77%

Koordinasi Program
CSR di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

117.100.800

150.000.000 200.000.000

61.594.482

149.716.960 2.625.000

52,60% 99,81% 1,31%

Monitoring dan
Evaluasi Penyertaan
Modal di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

100.000.000

120.000.000 220.000.000

40.645.741

1.000.000 32.625.000

40,65% 0,83% 14,83%

Penyusunan Kebijakan
Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
Pariwisata di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

300.000.000

320.000.000 340.000.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Kajian dan
Penyusunan
Perlindungan Benda
Cagar Budaya atau
Benda diduga cagar
budaya

300.000.000

320.000.000 340.000.000

138.535.993

0,00% 43,29%

Kajian Strategis
Destinasi Wisata Baru
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

100.000.000

120.000.000 140.000.000

57.730.235

57,73%

Rakor Teknis Tata
Kelola BUMD di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

99.100.000

150.000.000 160.000.000

53.529.940

83.527.788

54,02% 55,69%
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Target

Indikator Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan et Targe or
Fungsi Perangkat NSP tIKK Lainny
Daerah K
a
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Penyusunan SOP
BUMD di Provinsi 349.845.000 350.000.000 360.000.000
Kepulauan Bangka
Belitung

Pemetaan Potensi
Investasi Daerah 222.820.000 230.000.000 240.000.000
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Kegiatan 70,00%
Pengembangan 3.750.000,00 2.625.000
Kemitraan BUMD




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi
Sistem e-Monep APBN

257.308.000

436.643.000 429.852.588

173.158.600 23.736.524

67,30% 5,44%

Pembinaan dan
Pengendalian Kegiatan
Pembangunan yang
bersumber dari APBN

161.256.731

243.864.764 280.444.479

99.698.458 17.590.000

61,83% 7,21%

Koordinasi Kebijakan
APBN

56.950.000

161.200.000 185.380.000

30.608.784

53,75%

Penyusunan Pergub /
Revisi Pergub tentang
Pengendalian Dana
APBN

150.000.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 2 3 2 3 4 5
Penyusunan Kebijakan 0
Implementasi Jaringan 165.000.000
Aplikasi E-Monep
APBN
Pemuthahiran Aplikasi 0 0
E-Monep APBN
Penggunaan Aplikasi
E-Monep APBN 250.364.859 312.956.073
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi
Pengaduan Sengketa
Pertanahan di
kabupaten/kota se-
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

81.300.000 85.300.000

Kegiatan
Pensertifikatan Tanah
Milik Pemerintah
Prov. Kep. Bangka
Belitung

108.400.000

118.345.000 124.260.000

107.444.000

511.024.920 19.493.400

99,12%

431,81
%

15,69%

Kegiatan Pembinaan
Penyelesaian Batas
Daerah Antar
Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

59.244.500

108.129.000 113.500.000

38.275.950

64,61%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Kegiatan Inventarisasi
Pendataan,
Penamaan, Dan
Pembakuan Unsur
Rupabumi (unsur
buatan)

124.370.500

157.000.000 165.300.000

96.380.086

77,49%

Kegiatan Inventarisasi
dan Pemeliharaan
Pilar Batas daerah

48.806.282

105.000.000 110.250.000

36.596.475

74,98%

Kegiatan Perapatan
dan Pemasangan Pilar
Batas Daerah Antar
Kabupaten/Kota
diProvinsi Kepulauan
Bangka Belitung

94.762.475

130.800.000 137.300.000

340.000

0,36%

Pengadaan Lahan

4.950.000.000

5.000.000.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Perencanaan, Evaluasi
dan Penyusunan
Laporan Internal Biro
Pemerintahan.

824.106.725

817.076.004

99,15%

Pembinaan
Penanganan Masalah
Konflik Pertanahan di
Provinsi Kepulauan
Bangka

Belitug.

104.100.000

87.167.560

83,73%

Penyusunan Sistem
Informasi Data
Administrasi
Kewilayahan.

44.440.000 11.095.400

4.745.000 11.095.400

10,68% 100,00
%

Inventarisasi dan
Pemutakhiran Data
Rupabumi.

23.918.000

9.620.000

40,22%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Penegasan Batas
Daerah.

Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ)

165.953.745

313.159.000 43.668.000

327.905.000 347.905.000

140.541.200

247.559.320 42.984.000

119.637.500 448.816.613

79,05% | 98,43%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
dan Indikator Kinerja
Kunci, serta Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Tahun 2017

351.810.000

367.500.000 386.500.000

366.541.760

223.520.935

104,19
%

60,82%

Penyusunan Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

276.971.408

467.000.000 490.000.000

270.029.102

157.824.339

97,49%

33,80%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Kegiatan Desk Pilkada
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

143.257.000

262.500.000 275.100.000

139.929.889

97,68%

Kegiatan Peresmian
Pemberhentian dan
Peresmian
Pengangkatan KDH
dan WKDH

116.415.704

210.000.000 220.000.000

108.585.850

93,27%

Kegiatan
Implementasi Proses
Pergantian Antar
Waktu Anggota DPRD
Provinsi/Kab/Kota

157.000.000 165.375.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pelayanan Perizinan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah serta
Ketua/Anggota DPRD
Prov. Kep. Bangka
Belitung ke Luar
Negeri

74.753.565

157.000.000 165.375.000

71.195.000 25.945.683 95.046.790

95,24% 16,53% 57,47%

Rapat koordinasi
optimalisasi
penyelenggaraan
urusan/kewenangan
dan kebijakan
Otonomi Daerah di
Prov. Kep. Bangka
Belitung

116.015.704

229.587.000 241.100.000

115.537.239

99,59%

Rapat koordinasi
penerapan
pelaksanaan NSPK di
Prov. Kep. Bangka
Belitung

101.165.704

229.582.000 241.100.000

99.056.702

97,92%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Kegiatan
perencanaan, evaluasi
dan penyusunan
laporan internal Biro
Pemerintahan

105.000.000 110.250.000

Workshop Penataan
dan Evaluasi
Pelaksanaan Otonomi
Daerah di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

102.310.000

125.000.000 130.000.000

101.583.356

99,29%

Sinkronisasi
Penyelenggaraan
Urusan/Kewenangan
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

77.200.000

46.501.900

60,24%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pemantauan
Pelaksanaan
Pemilihan Legislative
dan Pilpres 2019.

6.200.000

6.200.000

100,00
%

Verifikasi Berkas Calon
Anggota DPRD Prov.
Kep. Bangka Belitung
dan Calon Anggota
DPRD Kab/Kota se-
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

88.860.000

84.552.140

95,15%

Optimalisasi
Penerapan dan
Pelaporan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung.

78.940.000

77.596.081

98,30%

41




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Kegiatan administrasi

penatausahaan biro
pemerintahan

Rapat Koordinasi
Gubernur dengan
Bupati/Walikota se-
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

220.949.000

350.238.666

382.389.000 401.508.000

108.146.940

346.606.224

328.603.278 278.174.076

48,95%

85,93%

0,00%

69,28%

Kegiatan Partisipasi
Kontribusi luran dan
Keikutsertaan dalam
Rakor/Rakernas APPSI

101.320.000

230.464.000 241.980.000

115.197.110

90.825.000 94.450.000

113,70
%

39,41%

39,03%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Kegiatan Partisipasi
Kontribusi luran dan
Keikutsertaan dalam
Rapat Kerja BKS
Provinsi Kepulauan

137.765.704

260.284.000 273.290.000

150.000.000

150.260.000

108,88
%

57,73%

Kegiatan Verifikasi dan
Validasi bantuan
pemerintah provinsi
kepada
Pemerintah/pemerint
ahan daerah lainnya
dan BUMD

78.629.000 82.560.000

13.545.000 1.860.000

17,23%

2,25%

Kegiatan
Pengembangan
Kesepakatan dan
Perjanjian Kerjasama

197.400.000

144.411.000 151.631.000

196.445.495

55.369.300 1.338.526.503

99,52%

38,34%

882,75
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5
Kegiatan Inventarisasi 97,68% 9,68%
potensi kerjasama 93.150.000 119.374.000 125.342.000 90.986.722 11.558.500
Kegiatan Penyelarasan 91,12% 3,63%
program pemerintah 888.700.000 450.000.000 450.000.000 809.805.068 16.337.500
daerah dan pusat
Pembinaan Mental
dan Spritual 1.335.332.000 1.502.648.000 1.552.648.000 1.311.814.146 1.910.470.871 466.400.998 %

Masyarakat provinsi
Kep.Bangka Belitung
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Peningkatan
Kehidupan Beragama
pada Bulan Ramadhan

616.530.000

675.100.000

725.100.000

524.025.500

470.454.000

463.984.000

85,00%

69,69%

63,99%

Penyelenggaraan
Pemberangkatan dan
Pemulangan Jamaah
Haji

903.270.000

998.600.000

1.048.600.000

703.356.171

545.075.000

142.383.329

77,87%

54,58%

13,58%

Pendampingan
Jamaah Haji Prov. Kep.
Bangka Belitung

488.088.000

554.080.000

604.080.000

477.761.010

468.950.000

86.063.600

97,88%

84,64%

14,25%

Pembiayaan
Transportasi Domestik
Jemaah Haji

3.170.920.000

3.250.000.000

3.300.000.000

2.912.188.990

3.354.413.792

6.375.000

91,84%

103,21
%

0,19%

Persiapan Musabagah
Hafidz Qur'an
Internasional

500.000.000

2.372.040.000

2.422.040.000

345.107.266

69,02%
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Target
Indiiat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
or
Lainny
a

Indikator Kinerja Targ
sesuai Tugas dan et Targe
Fungsi Perangkat NSP t IKK

Daerah K

Pembinaan dan 83,67% 50,66%
Pemberangkatan 1.380.410.000 1.506.600.000 1.556.600.000 1.155.004.436 763.188.457
Khafilah STQ Nasional

Pembinaan Kerukunan 0
Umat Beragama 336.000.000 386.000.000

Pekan Olah Raga dan 0 0 74,49%
Seni antar Pondok 534.965.000 398.516.000
Pesantren Tingkat
Daerah Prov. Kep.
Babel

Pembinaan dan 0 0 80,75%
Pemberangkatan 998.900.000 806.629.100
Kontingen POSPENAS




Target
Indiiat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
or
Lainny
a

Indikator Kinerja Targ
sesuai Tugas dan et Targe
Fungsi Perangkat NSP t IKK

Daerah K

Pelaksanaan Kegiatan 73,91% 29,25%
TP UKS Provinsi 297.820.000 384.090.000 434.090.000 220.120.500 112.335.200
Kepulauan Bangka
Belitung

Peningkatan Kecintaan 73,06% 61,98% 27,49%
Bermasyarakat di 1.025.580.000 1.096.630.000 1.146.630.000 749.278.100 679.653.800 315.246.000
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Koordinasi Bidang 0
Pendidikan, KB, 530.200.000 580.200.000
Pemuda dan

Pariwisata




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Rapat Bagian Sosial,
Kesehatan, Tenaga
Kerja, dan
Transmigrasi

430.233.000 480.233.000

58.346.400

13,56%

Monitoring dan
evaluasi dana bantuan
sosial dan hibah

333.985.000

383.985.000 433.985.000

188.585.600

9.125.000 110.215.000

56,47%

2,38% 25,40%

Evaluasi dan Analisi
Proposal Bansos dan
Hibah

Penyusunan
Propemperda Dan
Rancangan Peraturan
Daerah

201.204.000

959.843.600

253.204.000 303.204.000

1.500.000.000 1.550.000.000

128.611.050

896.008.774

10.990.000 95.889.700

83.325.000 415.140.934

63,92%

93,35%

4,34% 31,63%

5,56% 26,78%

Penyusunan Produk
Hukum Daerah

567.480.000

500.000.000 600.000.000

526.255.384

118.623.500 230.727.682

92,74%

23,72% 38,45%

Penyusunan Naskah
Hukum Lainnya

67.220.000

150.000.000 170.000.000

65.753.457

600.000 24.509.100

97,82%

0,40% 14,42%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pembinaan Produk
Hukum Daerah
Kabupaten/Kota

420.000.000 440.000.000

73.414.364

16,69%

Evaluasi Raperda Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
Kabupaten/Kota

317.780.000

400.000.000 430.000.000

223.470.429

4.301.200 74.161.754

70,32%

1,08% 17,25%

Simplifikasi Regulasi
Produk Hukum Daerah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota

160.000.000 180.000.000

Rapat Koordinasi
Program
Pembentukan
Peraturan Daerah

140.000.000 170.000.000

Bimbingan Teknis
Legal Drafting

150.000.000 170.000.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa
Perdata antara Pemda
dengan
Orang/Masyarakat
secara Litigasi atau
Non Litigasi

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

170.370.000

300.000.000 320.000.000

126.469.039

19.660.000 44.033.600

Penyelesaian Sengketa
TUN akibat
Pelaksanaan Produk
Hukum dan Kebijakan
Pemda

191.528.000

300.000.000 320.000.000

125.137.088

84.693.700 72.147.800

65,34%

28,23% | 22,55%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pembinaan
Pelaksanaan
Penyelesaian Sengketa
Akibat Pelaksanaan
Produk Hukum Daerah
dan Kebijakan Pemda
di Kab/Kota Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

93.865.626

150.000.000 170.000.000

85.266.600

4.609.000

17.709.500

90,84%

3,07% 10,42%

Pembinaan
Pelaksanaan RANHAM
di Kab/Kota Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

94.444.000

210.000.000 240.000.000

86.619.800

5.490.000

17.475.050

91,72%

2,61% 7,28%

Bantuan Hukum
Kepada Masyarakat
Miskin oleh Lembaga
Bantuan Hukum
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

156.966.000

230.000.000 260.000.000

106.676.700

75.133.000

41.600.000

67,96%

32,67% 16,00%
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Indikator Kinerja

N sesuai Tugas dan
o Fungsi Perangkat
Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Akibat Pelaksanaan

Produk Hukum dan
Kebijakan Pemerintah
Daerah

Pengelolaan dan
Pengembangan JDIH

482.138.000

600.000.000 650.000.000

364.166.560 1.277.898.260 3.000.000

75,53%

1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5

Penyuluhan Hukum di 79,62%
7 Wilayah 248.633.000 350.000.000 370.000.000 197.966.900
Kabupaten/Kota
Penyuluhan HAM 0

136.000.000 140.046.250
Bimbingan Teknis 0
Penyelesaian Sengketa 140.000.000 150.000.000

212,98
%

0,46%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5

Pengelolaan dan 58,35%
Pengembangan 61.658.000 85.000.000 90.000.000 35.978.890
Perpustakaan Hukum
Penyusunan Katalog 97,18%
Perda dan Pergub dan 69.125.500 85.000.000 90.000.000 67.179.113
Kompilasi Perda dan
Pergub
Penyusunan Abstar 0
Produk Hukum Daerah 120.000.000 140.000.000
Penyusunan Arsip 0
Produk Hukum Daerah 85.000.000 90.000.000
Pembinaan 0 0 0
Pelaksanaan JDIH
Kabupaten/Kota
Sosialisasi Perda 0

95.000.000 110.000.000
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Target
Indiiat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
or
Lainny
a

Indikator Kinerja Targ
sesuai Tugas dan et Targe
Fungsi Perangkat NSP t IKK

Daerah K

Rakor Biro Hukum dan 88,00% 22,97% 9,42%
Bagian Hukum 137.470.000 170.000.000 190.000.000 120.967.425 39.049.700 17.890.800
Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Publikasi Produk 0 0 0
Hukum Daerah di
Media

Bimtek Sistem 0
Informasi Hukum 140.000.000 160.000.000

Rakor JDIH Provinsi 0
Dan Kabupaten/Kota 130.000.000 150.000.000
Se-Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Perangkat Daerah

149.599.950

202.610.000 233.001.500

70.064.930

23.345.350 23.416.550

46,83%

11,52% 10,05%

Penyusunan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Sekretariat Daerah

Pengendalian
Percepatan
Pembangunan di
Provinsi
Kabupaten/Kota

151.868.018

108.080.000

225.703.000 259.558.450

380.450.000 437.517.500

90.442.699

79.192.073

26.379.250 23.349.050

744.141.427

59,55%

11,69% 9,00%
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Target
Indiiat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
or
Lainny
a

Indikator Kinerja Targ
sesuai Tugas dan et Targe
Fungsi Perangkat NSP t IKK

Daerah K

Peningkatan Fungsi 65,89%
Sistem Monitoring 578.951.855 662.436.606 761.802.097 381.482.888
TEPRA (SISMONTEP)
Provinsi
Kabupaten/Kota

Peningkatan 61,10%
Pengendalian 92.961.165 331.765.000 381.529.750 56.795.500
Pembangunan
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Koordinasi Penetapan 0
Target Fisik dan 175.000.000 200.000.000 87.364.420
Keuangan APBD
Provinsi




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Peningkatan Fungsi
Sistem E-Monep APBD

602.328.194 627.328.194

26.202.000

4,35%

Koordinasi
Penyempurnaan
Aplikasi e-Monep
APBD

398.674.000

538.326.000 619.074.900

94.091.990

23,60%

Kebijakan Monitoring
Evaluasi APBD

102.652.670

152.650.000 175.547.500

40.385.500

39,34%

Penyusunan Kebijakan
dan Implementasi
Jaringan Aplikasi e-
Monev berkelanjutan

250.000.000

Penggunaan Aplikasi
E-Monep APBD

Peningkatan Capaian
Realisasi APBD

225.620.000

76.175.000

33,76%

Peningkatan Fungsi
Sismontepra APBD
Provinsi, Kab/Kota

463.960.000 287.281.500

19.502.500

4,20%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Peningkatan
penerapan data dan
informasi layanan

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

211.370.000

533.841.000 587.225.100

119.594.454 8.100.000

Pengelolaan data dan
informasi

125.128.000

259.050.000 284.955.000

46.860.950 13.665.200 18.247.200

37,45%

5,28% 6,40%

Peningkatan
Administrasi
Ketatausahaan

112.637.000

411.235.000 452.358.500

71.708.770 28.437.600 44.501.100

63,66%

6,92% | 9,84%

Peningkatan
Pelayanan Publik

105.764.000

242.863.500 267.149.850

85.209.220 13.665.200 19.502.000

80,57%

563% | 7,30%
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Target
Indiiat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
or
Lainny
a

Indikator Kinerja Targ
N sesuai Tugas dan et Targe
o Fungsi Perangkat NSP tIKK
Daerah K

Peningkatan Fungsi 83,12% 25,19% 23,82%
Pelayanan ULP 1.927.350.000 3.540.240.000 3.894.264.000 1.602.033.069 891.787.698 927.437.874

Peningkatan 53,87% 13,35%
Pembinaan 183.145.000 495.429.000 544.971.900 98.654.959 66.150.094
Pengadaan barang
dan Jasa

Peningkatan 41,00%
pelayanan 111.378.000 404.888.000 445.376.800 45.669.800
perencanaan
Pengadaan barang
dan jasa

Pencegahan dan 52,26% 12,29%
Penanganan 116.025.000 594.011.000 653.412.100 60.633.383 73.006.519

Pengaduan

Peningkatan Fungsi
Layanan Pengadaan 1.195.925.000 2.116.136.000 2.327.749.600 1.058.917.331 952.296.951 476.654.850
Secara Elektronik




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Peningkatan Layanan
dan Dukungan
Pengadaan Secara
Elektronik

459.493.000

962.824.500 1.059.106.950

256.749.433

138.556.488

55,88% | 14,39%

Peningkatan
Pelayanan dan
Registrasi dan
Verifikasi

308.280.000

781.825.000 860.007.500

94.816.455

98.134.063

30,76% | 12,55%

Pengelolaan Sistem

Pengadaan Secara
Elektronik

575.430.000

1.159.235.000 1.275.158.500

404.332.811

464.789.100 128.935.884

70,27% | 40,09% | 10,11%

60




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

81.146.000

132.670.000 142.670.000

51.978.830

64,06%

Evaluasi Kelembagaan
UPTD/Cabdin
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

14.070.000,00

13.155.000

93,50%

Penataan Perangkat
Daerah Pemerintah
Provinsi Kepulauan

Bangka Beliltung

37.114.500,00

32.553.478 29.946.911

87,71%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Penataan
Kelembagaan Unit
Pelaksana
Teknis/Cabang Dinas
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

46.078.080

45.600.748

98,96%

Pembinaan uraian
tugas perangkat
daerah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

133.810.000

Pembinaan
kelembagaan
UPTD/UPTB Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

74.827.500

160.000.000 180.000.000

49.076.700

65,59%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sinkronisasi fasilitasi
penataan
kelembagaan
Kabupaten/Kota se-
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

87.240.000

Penyusunan Rumpun
Jabatan Fungsional
umum Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Tahun 2016

170.000.000

Pembinaan
kelembagaan
perangkat daerah
Provinsi dan
Kabupaten/Kota

83.475.000

150.000.000

175.000.000

11.582.000

1.510.000

51.632.400

13,87%

1,01% 29,50%

penyusunan profil
aparatur Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

89.765.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Evaluasi jabatan
pegawai negeri sipil di
lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

74.751.945

160.000.000 170.000.000

72.772.468

97,35%

Bimbingan teknis
penyusunan standar
kompetensi teknis
Pegawai Negeri Sipil
pada perangkat
daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

243.553.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Penyusunan standar
kompetensi teknis
Pegawai Negeri Sipil
pada Perangkat
Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

113.207.580

130.000.000 170.000.000

81.816.000

72,27%

Validasi Analisis Beban
Kerja Jabatan Aparatur
Sipil negara pada
Perangkat Daerah di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung.

201.805.000

102.284.885 82.900.138
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Validasi Standar
Kopetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara
pada Perangkat
Daerah di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

59.950.000,00

48.740.239

81,30%

Validasi dan
Penetapan Hasil
Evaluasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung.

233.510.000

46.464.829 35.692.000

Pembinaan dan
analisa jabatan dan
beban kerja

195.087.500

220.000.000 230.000.000

121.608.030

62,34%

66




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Penyusunan Uraian
Tugas Jabatan
Fungsional Umum dan
Fungsional tertentu
Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka
Belitung

265.008.000

Penyusunan Profil

Aparatur jabatan 115.000.000 145.000.000 165.000.000

struktural

Forum Sekretaris 58,41% 5,88%
Daerah Prov.babel 50.241.497 175.000.000 185.000.000 29.347.500 10.294.350
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pembinaan dan
Evaluasi Profil
Aparatur UPT
Pemprov Babel

33.615.875

145.000.000 175.000.000

22.764.000

67,72%

Pengadaan aplikasi e-
Sakip/penerapan
aplikasi e-Sakip

150.000.000

175.000.000 175.000.000

Bimbingan Teknis
penyusunan Laporan
kinerja, perjanjian
kinerja dan rencana
aksi kinerja di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

67.424.000

215.000.000 225.000.000

46.092.540

72.981.919

68,36%

33,95%

Pembinaan laporan
kinerja

175.000.000

200.000.000 225.000.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Bimbingan teknis E-
LHKPN

106.301.000

165.000.000 187.000.000

87.578.650

82,39%

Pembangunan zona
integritas

125.000.000

150.000.000 175.000.000

Rapat koordinasi
evaluasi capaian
kinerja pemerintah
daerah

127.570.000

200.000.000 220.000.000

80.799.330

63,34%

Bimbingan teknis
pengisian LHKPN

112.500.000

175.000.000 180.000.000

Penyusunan laporan
kinerja tahunan dan
perjanjian kinerja
tahunan Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

75.331.000

175.000.000 225.000.000

62.002.677 19.965.000

82,31% 11,41%

Penyusunan pedoman
indikator kinerja
utama

225.000.000

250.000.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Penyusunan Pedoman
Pengembangan
Penerapan Budaya
Kerja ASN

250.000.000

270.000.000 275.000.000

Rakor pencapaian
indikator kinerja
utama

125.000.000

150.000.000 175.000.000

Penyusunan database
capaian kinerja
individu

225.000.000

250.000.000

Penyusunan standar
capaian kinerja
individu ASN

250.000.000

270.000.000 275.000.000

20.448.200

7,57%

Penyusunan standar
reward capaian kinerja
individu dan
perangkat daerah

250.000.000

270.000.000 275.000.000
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pembinaan standar
manajemen mutu
pada OPD, Cabdin dan
UPT di lingkungan
pemerintah provinsi
kepulauan bangka
belitung

63.309.781

270.000.000

275.000.000

66.116.593 24.382.400

24,49%

8,87%

Forum Staf Ahli Kepala
Daerah

175.000.000

185.000.000

195.000.000

Pembinaan
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah

72.140.240

120.000.000

140.000.000

47.065.785

1.389.500

65,24%

1,16%

Bimbingan teknis
penyusunan capaian
kinerja individu ASN di
lingkungan
pemerintah provinsi
kepulauan bangka
belitung

94.735.500

160.000.000

175.000.000
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Target

Indikator Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan et Targe or
Fungsi Perangkat NSP tIKK Lainn
Daerah K Y
a
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5
98,94%
98.178.800 97.137.538
Manajemen
Perubahan
95,77%
Penigkatan 59.060.050 56.564.052
Akuntabilitas Kinerja
98,47%
61.019.237 60.088.428
Data dan Informasi
Kinerja

Pelaksanaan Standar

Operasional Prosedur
di lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

85.119.480

170.000.000

190.000.000

66.988.810

134.466.370

10.755.798

78,70%

79,10%

5,66%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pembinaan
pelaksanaan
pelayanan publik di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

48.999.680

150.000.000 200.000.000

28.105.100

750.000 89.936.261

57,36% 0,50% 44,97%

Rapat koordinasi
Biro/Bagian Organisasi
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

88.991.825

170.000.000 190.000.000

61.050.090

18.474.390

68,60% 10,87%

Peningkatan
administrasi
ketatausahaan

72.493.150

285.000.000 300.000.000

881.499.851 149.557.804

309,30 49,85%

Bimtek penyusunan
proposal dan
pelatihan admin
kompetisi inovasi
pelayanan publik

97.924.275

300.000.000 300.000.000

79.743.279

43.929.889 20.963.555

81,43% 14,64% 6,99%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Audit Surveillance ISO
9001:2008 menuju
Sertifikasi ISO
9001:2015 untuk
Samsat Sungailiat dan
UPTSP

149.319.550

200.000.000 200.000.000

Peningkatan
Pelaksanaan reformasi
birokrasi pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

100.324.275

200.000.000 200.000.000

77.883.764

115.650.408

77,63% 57,83%

Roadmap Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

123.155.325

275.000.000 290.000.000

77.026.700

18.960.000

62,54% 6,89%

Pelaksanaan survey
kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
publik

86.513.375

150.000.000 165.000.000

57.779.900

900.000 35.956.427

66,79% | 0,60% | 21,79%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Penyelenggaraan
standar pelayanan
minimal di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Publikasi Media Massa
/ Cetak

59.354.750,00

1.467.700.000

2.242.500.000 2.578.875.000

50.659.480

1.409.825.139

796.375.000 117.765.000

85,35%

96,06%

3551% | 4,57%

Publikasi Media
Elektronik/IT

299.942.025

458.425.765 527.189.630

184.990.000

312.500.000 40.875.000

61,68%

68,17% 7,75%

Pendokumentasian
dan Belanja
Spanduk/Baleho

163.901.900

260.899.580 300.034.517

123.760.750

153.975.000 8.910.000

75,51%

59,02% 2,97%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

Penerbitan Majalah / 66,14% 27,40%
Buletin Pemerintah 241.827.425 378.407.385 435.168.492 159.952.500 103.675.000
Provinsi
Media Gathering 0

52.195.000 60.024.250
Workshop Humas 55,79%
Bidang Media 19.771.050 30.315.610 34.862.952 11.031.000
Elektronik dan IT
Workshop Bidang 0
Kehumasan 80.280.000 84.294.000

Penyediaan Barang

Cetakan dan 66.562.500 78.846.875 90.673.906 48.870.000 79.070.000 9.957.500

Penggandaan

Workshop Bidang 45,54%
Keprotokolan 96.135.750 221.802.225 225.072.558 101.004.100

76




Indikator Kinerja

N sesuai Tugas dan
o Fungsi Perangkat
Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

285.174.930 327.951.170

171.205.000 188.133.500 14.602.500

2 3 4 5 1 2 3 5 1 2 3 4 5
Layanan Tamu
Pemerintah dan 84.705.205 97.410.986
Negara
Peningkatan Fungsi 44,96%
Keprotokolan 150.000.000 172.500.000 77.556.647

93,05% 65,97% 4,45%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pengumpulan,
Penyaringan informasi
dan Publikasi Kegiatan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
di Dalam dan Luar
Daerah di rubah
menjadi Pengumpulan
Informasi, Layanan
Kehumasan, dan
keprotokolan

259.830.650

396.076.330 455.487.780

156.625.159

527.920.661 53.825.170

60,28%

133,29 11,82%
%

Penguatan Fungsi
Pusat Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi

230.918.550

362.861.110 417.290.276

144.718.910

19.347.400 20.998.710

62,67%

5,33% 5,03%

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Layanan Kehumasan
dan keprotokolan

533.821.375

792.152.775 910.975.691

578.155.000

603.958.500 74.775.700

108,30
%

76,24% | 821%
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. - Target
Indikator Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan et Targe or
Fungsi Perangkat NSP tIKK Lainn
Daerah K Y
a
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
Peningkatan Kualitas 55,57% 11,63%
SDM dan Koordinasi 15.808.550 39.573.110 45.509.076 8.784.700 5.290.681
Kehumasan dan
Keprotokolan
Penyediaan Pakaian 0
Khusus Lapangan 100.000.000 115.000.000
Humas dan Protokol




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Y 23,74%
Penyusunan Dokumen 166.000.000 180.000.000 #

Perencanaan
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD
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Indikator Kinerja

N sesuai Tugas dan

[} Fungsi Perangkat
Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Sub Kegiatan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah

19.000.000

23.500.000

HHHHHHHR
#

126,75%

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

HHHHH
#i

54.202.275.41

3

HiHHHHHH
#

82,94%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan Tugas
ASN

Sub Kegiatan
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan
Pemeriksaan

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semestera
n SKPD

Sub Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi
Anggaran
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Penyusunan
Perencanaan

Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan
Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD

84




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada
SKPD

Sub Kegiatan
Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Sub Kegiatan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

200.000.000

200.000.000

HHHHHHHR
#

73,05%

Sub Kegiatan
Pemanfaatan Barang
Milik Daerah SKPD
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Perencanaan
Pengelolaan Retribusi
Daerah

Sub Kegiatan Analisa
dan Pengembangan
Retribusi Daerah,
serta Penyusunan
Kebijakan Retribusi
Daerah

Sub Kegiatan
Penyuluhan dan
Penyebarluasan
Kebijakan Retribusi
Daerah
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Target

Indikator Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan et Targe or
Fungsi Perangkat NSP t IKK Lainn
Daerah K Y
a
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Sub Kegiatan
Pendataan dan
Pendaftaran Objek
Retribusi Daerah

Sub Kegiatan
Pengolahan Data
Retribusi Daerah

Sub Kegiatan
Penetapan Wajib
Retribusi Daerah

Sub Kegiatan
Pelaporan
Pengelolaan Retribusi
Daerah




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Disiplin
Pegawai

Sub Kegiatan
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

160.000.000

176.000.000

0,00%

Sub Kegiatan
Pendataan dan
Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem
Informasi
Kepegawaian
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Monitoring, Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja
Pegawai

Sub Kegiatan
Pemulangan Pegawai
yang Pensiun

Sub Kegiatan
Pemulangan Pegawai
yang Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas

Sub Kegiatan
Pemindahan Tugas
ASN

Sub Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

150.000.000

165.000.000

0,00%

Sub Kegiatan
Bimbingan Teknis
Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Sub Kegiatan
Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

788.511.638

867.362.800

HUHHHEHR
#

21,49%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Y 26,43%
Penyediaan Peralatan 75.000.000 82.500.000 #
dan Perlengkapan
Kantor
Sub Kegiatan 0,00%
Penyediaan Peralatan 75.000.000 82.500.000 -
Rumah Tangga
Sub Kegiatan i 99,95%
Penyediaan Bahan 65.096.000 71.575.900 #
Logistik Kantor
Sub Kegiatan HiHHHR Y 68,55%
Penyediaan Barang 357.378.980 393.116.880 #
Cetakan dan
Penggandaan
Sub Kegiatan HHHHHH 32,40%
Penyediaan Bahan 169.953.000 186.948.300 #
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5

Sub Kegiatan Y 83,53%
Penyediaan 400.000.000 410.000.000 #
Bahan/Material
Sub Kegiatan Fasilitasi HiHHHHH 113,47%
Kunjungan Tamu 5.052.800.00 6.850.000.000 #

0
Sub Kegiatan HiHHHHH 65,89%
Penyelenggaraan 4.433.006.84 4.876.307.525 #
Rapat Koordinasi dan 0

Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
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Target

Indikator Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
N sesuai Tugas dan et Targe or
[} Fungsi Perangkat NSP t IKK Lainn
Daerah K Y
a
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Sub Kegiatan
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas

Jabatan

Pengadaan Kendaraan HiHHHHH Y 74,71%
Dinas Operasional 1.800.000.00 2.000.000.000 #

atau Lapangan 0

Pengadaan Alat Besar
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Pengadaan Alat
Angkutan Darat Tak
Bermotor
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan HiHHHHH 87,85%
dan Mesin Lainnya 700.000.000 800.000.000 #

Pengadaan Aset Tetap
Lainnya

Pengadaan Aset Tak
Berwujud

Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
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Indikator Kinerja

N sesuai Tugas dan
o Fungsi Perangkat
Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

4.941.500.00 5.435.650.000
0

HUHHHEHR
#

0,44%
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. S Target
Indikator Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan et Targe or
Fungsi Perangkat NSP t IKK Lainn
Daerah K Y
a
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Penyediaan Jasa Y 66,10%
Komunikasi, Sumber 4.441.000.00 4.885.100.000 #
Daya Air dan Listrik 0
Penyediaan Jasa Y 71,79%
Peralatan dan 1.575.200.00 1.832.220.000 #
Perlengkapan Kantor 0
Penyediaan Jasa HiHHHH T 344,26%
Pelayanan Umum 2.236.533.90 2.460.187.290 #
Kantor 0
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Y 20,83%
Penyediaan Jasa 3.280.173.15 3.608.190.465 #
Pemeliharaan, Biaya 0
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan
Sub Kegiatan i 61,01%
Penyediaan Jasa 2.188.164.15 2.406.980.565 #
Pemeliharaan, Biaya 0

Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat
Angkutan Darat Tak
Bermotor

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Mebel

150.000.000

165.000.000

HHHHHHHR
#

28,61%

Sub Kegiatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

1.883.800.00
0

2.072.180.000

HiHHHHHH
#

17,96%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Aset
Tetap Lainnya

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Gedung Kantor
dan Bangunan Lainnya

4.254.616.26
0

4.680.077.886

HuHHHHH]
#

103,82%

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

662.172.300

728.389.530

HHHHHHHR
#

140,00%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabili
tasi Tanah
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

245.046.217

265.000.000

HHHHHHH
#

98,16%

Sub Kegiatan
Penyediaan Pakaian
Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

82.200.000

90.000.000

HiHHHHH
#

26,76%

Sub Kegiatan
Pelaksanaan Medical
Check Up Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

65.000.000

75.000.000

HHHHHHHR
#

64,04%
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Indikator Kinerja Targ Target

- Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
N sesuai Tugas dan et Targe or
[} Fungsi Perangkat NSP t IKK Lainn
Daerah K Y
a
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sub Kegiatan Y 100,00%
Penyediaan Dana 1.250.000.00 1.350.000.000 #
Penunjang 0

Operasional Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Sub Kegiatan HuHHHHH] 141,39%
Penyediaan 583.709.644 600.000.000 #
Kebutuhan Rumah

Tangga Kepala Daerah

Sub Kegiatan HUHHHHH] 204,74%
Penyediaan 278.137.296 300.000.000 #
Kebutuhan Rumah
Tangga Wakil Kepala
Daerah
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Y 22,06%
Penyediaan 1.189.953.78 1.200.000.000 #
Kebutuhan Rumah 3
Tangga Sekretariat
Daerah
Sub Kegiatan HiHHHH T 1652,97
Penyiapan Materi 72.850.000 80.000.000 # %

Pimpinan

Sub Kegiatan Fasilitasi
Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan
Pengelolaan
Dokumentasi
Pimpinan
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Fasilitasi HiHHH 2,48%
dan Koordinasi 945.744.000 1.000.000.000 #
Pelaksanaan Acara
Sub Kegiatan Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan H#uHH 159,84%
Pengelolaan 499.050.000 565.789.267 #
Hubungan
Keprotokolan

1
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Fasilitasi HiHHHH Y 40,68%
Penataan 80.000.000 100.000.000 #
Kelembagaan Provinsi
Sub Kegiatan Fasilitasi HiHHHH T 48,08%
Penataan 90.000.000 120.000.000 #
Kelembagaan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan HUHHHEHR 51,57%
Penataan Analisis 95.000.000 125.000.000 #
Jabatan
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Y 39,65%
Pembinaan 95.000.000 125.000.000 #
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Monitoring dan HiHHHH T 39,71%
Evaluasi Akuntabilitas 90.000.000 110.000.000 #
Kinerja
Evaluasi Pelaksanaan HiHHHHH Y 35,07%
Budaya Kerja 90.000.000 110.000.000 #
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Target

Indikator Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan et Targe or
Fungsi Perangkat NSP tIKK Lainn
Daerah K Y
a
2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5

Pengelolaan HiHHHH Y 34,35%
Tatalaksana 50.000.000 60.000.000 #
Pemerintahan
Fasilitasi Peningkatan HiHHHR Y 60,36%
Pelayanan Publik 215.705.855 250.000.000 #
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Y 92,94%
Pengelolaan 146.270.000 160.897.000 #
Administrasi Kebijakan
Pemerintahan
Fasilitasi Pelaksanaan
Pemerintahan Umum 47.398.000 52.137.800 -
Fasilitasi Penataan HiHHHHH 90,89%
Wilayah 47.398.000 - #
Sub Kegiatan Fasilitasi HiHHHHHH 57,16%
Administrasi Kepala 381.456.000 419.601.600 #
Daerah dan DPRD
Pengembangan HiHHHHHH 522,64%
Otonomi dan 160.418.000 176.459.800 #
Penataan Urusan
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Evaluasi dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan

498.634.000

548.497.400

HHHHHHH
#

53,25%

Kegiatan Fasilitasi
Kerja Sama Daerah

398.205.466

438.026.000

HUHHHHH
#

525,04%

Sub Kegiatan Fasilitasi
Kerja Sama Antar
Pemerintah

398.205.466

438.026.000

HHHHHHHR
#

525,04%

Fasilitasi Kerja Sama
Badan Usaha/Swasta

0,00%

Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama

0,00%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan HuHHH 0,00%
Pengelolaan Sarana #H# 11.332.491.50 -
dan Prasarana 0
Spiritual
Fasilitasi Kelembagaan H#uHH 45,25%
Bina Spiritual 1.846.275.00 2.030.902.500 #

0
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

111




Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Fasilitasi, Y 79,17%
Koordinasi, 296.406.250 326.046.875 #
Sinkronisasi, Evaluasi

dan Capaian Kinerja
Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pendidikan
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Fasilitasi, Koordinasi Y 0,47%
dan Sinkronisasi, 4.127.355.49 4.500.000.000 #
Evaluasi dan Capaian 0

Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Kesehatan
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Target

Indikator Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan et Targe or
Fungsi Perangkat NSP tIKK Lainn
Daerah K Y
a
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Fasilitasi, Koordinasi HHHH HiHHH 151,80%
dan Sinkronisasi, #it 19.233.542.00 #
Evaluasi dan Capaian 0

Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Sosial
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Y 11,06%
Koordinasi dan 250.000.000 300.000.000 #

Sinkronisasi Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Kepemudaan,
Olahraga,
Kebudayaan, dan
Pariwisata
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Koordinasi dan
Sinkronisasi Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana,
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

375.000.000

400.000.000

0,00%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Koordinasi dan HUHHHHH 16,00%
Sinkronisasi Kebijakan 250.000.000 300.000.000 #

Kesejahteraan Rakyat
Bidang Komunikasi,
Informatika, Statistik,
Persandian, dan
Perhubungan
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. - Target
Indikator Kinerja Targ Indikat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
sesuai Tugas dan et Targe or
Fungsi Perangkat NSP t IKK Lainn
Daerah K Y
a
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Sub Kegiatan Fasilitasi Y 109,99%
Penyusunan Produk 400.000.000 440.000.000 #
Hukum Pengaturan
Fasilitasi Penyusunan Hununun
Produk Hukum #
Penetapan
Pendokumentasian HiHHH Y 8,22%
Produk Hukum dan 60.000.000 66.000.000 #
Naskah Hukum
Lainnya
Fasilitasi dan Evaluasi HiHHHR Y 76,01%
Produk Hukum 120.000.000 132.000.000 #
Kabupaten/Kota
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Fasilitasi HUHHHHH 70,83%
Penyelesaian Masalah 180.500.000 198.550.000 #
Hukum
Fasilitasi Penyelesaian HiHHHH Y 72,98%
Masalah Non Litigasi 65.089.260 71.598.180 #
dan HAM
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5

Sub Kegiatan Fasilitasi Y 20,49%
Pengelolaan Kebijakan 93.403.576 110.000.000 #

Ekonomi Makro

Sub Kegiatan Fasilitasi Y 26,82%
Pengelolaan Kebijakan 40.000.000 50.000.000 #

Ekonomi Mlkro

Sub Kegiatan HHHEHHHH 33,25%
Koordinasi, 30.000.000 40.000.000 #
Sinkronisasi dan

Evaluasi Kebijakan

Pertanian, Kehutanan,
Kelautan, dan
Perikanan
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Target
Indiiat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
or
Lainny
a

Indikator Kinerja Targ
sesuai Tugas dan et Targe
Fungsi Perangkat NSP t IKK

Daerah K

Koordinasi, Y 95,00%
Sinkronisasi dan 30.000.000 40.000.000 #
Evaluasi Kebijakan
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup

Koordinasi, Y 51,77%
Sinkronisasi dan 60.000.000 70.000.000 #
Evaluasi Kebijakan
Energi dan Air
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

5 2 3 4 2 3 4 5
Sub Kegiatan Y 47,34%
Koordinasi, 50.000.000 70.000.000 #
Sinkronisasi,

Monitoring, dan
Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah
Jasa Keuangan dan
Aneka Usaha

Koordinasi,
Sinkronisasi,
Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah Air
Minum, Limbah dan
Sanitasi
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan
Pendirian BUMD

Koordinasi,
Sinkronisasi,
Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan Badan
Layanan Umum
Daerah

20.000.000

30.000.000

0,00%

Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Evaluasi Kebijakan
Pendirian BLUD
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Pengelolaan Strategi
Pengadaan Barang
dan Jasa

100.000.000

120.000.000

0,00%

Pelaksanaan
Pengadaan Barang
dan Jasa

1.335.440.00
0

1.500.000.000

HiHHHHHH
#

33,38%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pemantauan dan
Evaluasi Pengadaan
Barang dan Jasa

100.000.000

120.000.000

0,00%

Sub Kegiatan
Pengelolaan Sistem
Pengadaan Secara
Elektronik

937.960.846

1.000.000.000

HiHHHH ]
#

73,69%

Pengembangan Sistem
Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa

50.000.000

70.000.000

0,00%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5
Pengelolaan Informasi 0,00%
Pengadaan Barang 50.000.000 70.000.000 -
dan Jasa
Sub Kegiatan HHHEHHHH 28,65%
Pembinaan Sumber 65.534.679 70.000.000 #
Daya Manusia
Pengadaan Barang
dan Jasa
Sub Kegiatan HUHHHEHR 29,49%
Pembinaan 56.000.000 60.000.000 #

Kelembagaan
Pengadaan Barang
dan Jasa
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan
Pendampingan,
Konsultasi, dan/atau
Bimbingan Teknis
Pengadaan Barang
dan Jasa

56.000.000

60.000.000

0,00%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Sub Kegiatan

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Pengendalian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan APBD

Sub Kegiatan

Pengendalian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan APBN

Sub Kegiatan

Pengendalian
Administrasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Wilayah

150.000.000

160.000.000

HHHHHHHR
#

39,51%
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Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Targ
et
NSP

Targe
t IKK

Target
Indikat
or
Lainny
a

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Sub Kegiatan Analisis
Capaian Kinerja
Pembangunan Daerah

120.000.000

130.000.000

HHHHHHH
#

21,72%

Sub Kegiatan
Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi
Perumusan Kebijakan
Teknis Pembangunan
Daerah
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Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretaris Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian - . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 3 4 5 -6 7 8 9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
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kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Daerah

Monitoring dan Evaluasi
Sarana Prasarana
Perekonomian di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

2.849.360.000

2.991.828.000

3.141.419.400

2.505.401.370

1.951.024.908

2.033.377.232

Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
() 99 P 99 P 99 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Pelayanan Administrasi 107,10 95,43% 71,98%
Perkantoran 25.427.230.605 26.765.505.900 28.103.781.195 27.231.925.246 25.543.271.314 20.229.822.532 %
Peningkatan Sarana dan 76,03% 104,40 76,35%
Prasarana Aparatur 18.575.761.110 19.553.432.748 20.531.104.385 14.122.244.847 20.413.800.617 15.676.124.408 %
Peningkatan Disiplin 101,56 33,97% 7,51%
Aparatur 982.720.000 1.031.856.000 1.083.448.800 998.064.000 350.500.000 81.337.500 %
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 559.400.000 600.000.000 630.000.000
Peningkatan pelayanan 87,93% 65,21% 64,73%
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Monitoring pengawasan 0 101.000.000 101.000.000
supplay dan demand
barang dan jasa di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Monitoring dan Evaluasi 100.000.000 100.000.000 125.000.000 37,16% 2,10%
Sistem Resi Gudang 37.160.000 2.625.000
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Koordinasi Pengawasan 198.500.000 310.000.000 320.000.000 56,50% 14,85% 4,24%
Tim Pengendalian Inflasi 112.151.410 46.036.788 13.563.098
Daerah (TPID) di Provinsi
Kepulauan Bangka
belitung

Koordinasi, Monitoring 0 125.000.000 130.000.000 25,44% 2,02%
dan Evaluasi UKM di 31.795.200 2.625.000
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Koordinasi, Monitoring 0 0 0
dan Evaluasi Kerjasama
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Monitoring dan Evaluasi 0 0 0
pengembangan industri
hilir di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Monitoring,Evaluasi 117.856.050 220.000.000 230.000.000 67,99% 33,90% 1,14%
Promosi potensi daerah 80.128.920 74.579.800 2.625.000
(EXPO) Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Monitoring dan Evaluasi 117.100.800 140.000.000 140.000.000 53,22% 856,11 3,66%
Analisis Ekonomi Makro 62.321.600 1.198.550.703 5.125.000 %
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Koordinasi,Monitoring 166.000.000 100.000.000 100.000.000 39,66% 34,36%
dan Evaluasi Koperasi 65.843.612 34.363.300
dan UMKM di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Forum Pengembangan 119.100.000 210.000.000 220.000.000 54,94% 21,42% 1,42%
Ekonomi 65.430.698 44.989.618 3.125.000
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Uraian nci . e Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Kegiatan Monitoring dan 100,00
Evaluasi Perindustrian 2.625.000 2.625.000 %
dan Perdagangan di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Kegiatan Kerjasama IMT- 87,88%
GT Regional Sumatera 26.664.810 23.432.623
dan Sekretariat IMT-GT
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Kegiatan Monitoring dan 100,00
Evaluasi Berkah Mart di 2.625.000 2.625.000 %
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Koordinasi, Monitoring 0 0 0
dan Evaluasi Distribusi
Penggunaan Subsidi
listrik di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Koordinasi, Monitoring 57,23% 0,98% 1,62%
dan Evaluasi Distribusi 153.324.000 162.500.000 162.500.000 87.750.221 1.600.000 2.625.000
Bahan Bakar Minyak dan
Gas di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Koordinasi, Monitoring 1,51% 2,62%
dan Evaluasi Penataan 100.000.000 100.000.000 100.125.000 1.512.500 2.625.000
serta Pengembangan
Lahan Kritis di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Monitoring dan evaluasi 2,59%
Perizinan Analisis 50.000.000 70.000.000 104.000.000 1.812.400
mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal) di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Kajian Perumusan 0 0 0
Kebijakan Peningkatan
Peran dan Fungsi Balai
Benih Pertanian,
Kelautan dan Perikanan

Monitoring, Evaluasi dan 56,30% 1,01% 1,75%
Koordinasi Komoditi 137.765.700 150.000.000 150.000.000 77.557.075 1.512.400 2.625.000
Pangan

Koordinasi dan 0 0 0
Monitoring
Pengembangan Potensi
Energi Baru Terbarukan
di PRovinsi Kepulauan
Bangka Belitung

136



Uraian

()

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

Realisas

Anggaran ;

-1

-17 -18

Monitoring dan Evaluasi
Tim Terpadu Penanganan
masalah Penambangan
Timah di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

203.835.075

400.000.000

400.000.000

Koordinasi,Monitoring
dan Evaluasi komoditi
lada di Prov.Kep.Babel

Koordinasi Pemerataan

dan percepatan
penggunaan energi
alternatif di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Koordinasi, Monitoring 0 0 0
dan Evaluasi kajian
potensi investasi di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Pembentukan Bank 35,16% 1,77%
Umum Syariah Bangka 762.011.400 1.500.000.000 200.000.000 267.932.428 26.528.600
Belitung

Koordinasi Program CSR 52,60% 99,81% 1,31%
di Provinsi Kepulauan 117.100.800 150.000.000 200.000.000 61.594.482 149.716.960 2.625.000
Bangka Belitung

Monitoring dan Evaluasi 40,65% 0,83% 14,83%
Penyertaan Modal di 100.000.000 120.000.000 220.000.000 40.645.741 1.000.000 32.625.000
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Penyusunan Kebijakan
Kawasan Ekonomi 300.000.000 320.000.000 340.000.000
Khusus (KEK) Pariwisata
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Koordinasi, Monitoring 0,00% 43,29%
dan Evaluasi Kajian dan 300.000.000 320.000.000 340.000.000 138.535.993
Penyusunan
Perlindungan Benda
Cagar Budaya atau Benda
diduga cagar budaya

Kajian Strategis Destinasi 57,73%
Wisata Baru di Provinsi 100.000.000 120.000.000 140.000.000 57.730.235
Kepulauan Bangka
Belitung

Rakor Teknis Tata Kelola 54,02% 55,69%
BUMD di Provinsi 99.100.000 150.000.000 160.000.000 53.529.940 83.527.788
Kepulauan Bangka
Belitung

Penyusunan SOP BUMD
di Provinsi Kepulauan 349.845.000 350.000.000 360.000.000
Bangka Belitung

Pemetaan Potensi
Investasi Daerah Provinsi 222.820.000 230.000.000 240.000.000
Kepulauan Bangka
Belitung

139



Pengembangan dan
Pengelolaan Aplikasi
Sistem e-Monep APBN

257.308.000

436.643.000

429.852.588

173.158.600

23.736.524

Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Kegiatan Pengembangan 70,00%
Kemitraan BUMD 3.750.000,00 2.625.000

Pembinaan dan
Pengendalian Kegiatan
Pembangunan yang
bersumber dari APBN

161.256.731

243.864.764

280.444.479

99.698.458

17.590.000

61,83%

7,21%

Koordinasi Kebijakan
APBN

56.950.000

161.200.000

185.380.000

30.608.784

53,75%

Penyusunan Pergub /
Revisi Pergub tentang
Pengendalian Dana APBN

150.000.000

Penyusunan Kebijakan
Implementasi Jaringan
Aplikasi E-Monep APBN

165.000.000
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Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Pengaduan
Sengketa Pertanahan di
kabupaten/kota se-
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

81.300.000

85.300.000

Uraian . . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Pemuthahiran Aplikasi E- 0 0 0
Monep APBN
Penggunaan Aplikasi E- 0
Monep APBN 250.364.859 312.956.073

Kegiatan Pensertifikatan
Tanah Milik Pemerintah
Prov. Kep. Bangka
Belitung

108.400.000

118.345.000

124.260.000

107.444.000

511.024.920

19.493.400

99,12%

431,81

15,69%
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Kegiatan Pembinaan 64,61%
Penyelesaian Batas 59.244.500 108.129.000 113.500.000 38.275.950
Daerah Antar
Kabupaten/Kota Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Kegiatan Inventarisasi 77,49%
Pendataan, Penamaan, 124.370.500 157.000.000 165.300.000 96.380.086
Dan Pembakuan Unsur

Rupabumi (unsur buatan)

Kegiatan Inventarisasi 74,98%
dan Pemeliharaan Pilar 48.806.282 105.000.000 110.250.000 36.596.475
Batas daerah

Kegiatan Perapatan dan 0,36%
Pemasangan Pilar Batas 94.762.475 130.800.000 137.300.000 340.000
Daerah Antar
Kabupaten/Kota
diProvinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Pengadaan Lahan 0
4.950.000.000 5.000.000.000
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Uraian nci . e Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
(***) 99 P 99 p 99 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Perencanaan, Evaluasi 99,15%
dan Penyusunan Laporan 824.106.725 817.076.004
Internal Biro
Pemerintahan.
Pembinaan Penanganan 83,73%
Masalah Konflik 104.100.000 87.167.560
Pertanahan di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitug.
Penyusunan Sistem 10,68% 100,00
Informasi Data 44.440.000 11.095.400 4.745.000 11.095.400 %
Administrasi
Kewilayahan.
Inventarisasi dan 40,22%
Pemutakhiran Data 23.918.000 9.620.000
Rupabumi.
Penegasan Batas Daerah. 79,05% 98,43%
313.159.000 43.668.000 247.559.320 42.984.000
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Uraian

)

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

Realisas

Anggaran ;

-1

-10

-11

-12

-13

14

-17 -18

Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ)

165.953.745

327.905.000

347.905.000

140.541.200

119.637.500

448.816.613

84,69%

36,49%

129,01
%

Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
dan Indikator Kinerja
Kunci, serta Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Tahun 2017

351.810.000

367.500.000

386.500.000

366.541.760

223.520.935

104,19

60,82%

Penyusunan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

276.971.408

467.000.000

490.000.000

270.029.102

157.824.339

97,49%

33,80%

Kegiatan Desk Pilkada di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

143.257.000

262.500.000

275.100.000

139.929.889

97,68%
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Kegiatan Peresmian 93,27%
Pemberhentian dan 116.415.704 210.000.000 220.000.000 108.585.850
Peresmian Pengangkatan
KDH dan WKDH

Kegiatan Implementasi 0
Proses Pergantian Antar 157.000.000 165.375.000
Waktu Anggota DPRD
Provinsi/Kab/Kota

Pelayanan Perizinan 95,24% 16,53% 57,47%
Kepala Daerah/Wakil 74.753.565 157.000.000 165.375.000 71.195.000 25.945.683 95.046.790
Kepala Daerah serta
Ketua/Anggota DPRD
Prov. Kep. Bangka
Belitung ke Luar Negeri

Rapat koordinasi 99,59%
optimalisasi 116.015.704 229.587.000 241.100.000 115.537.239
penyelenggaraan
urusan/kewenangan dan
kebijakan Otonomi
Daerah di Prov. Kep.
Bangka Belitung
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Uraian

)

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

Realisas

Anggaran ;

-1

-10

-11

-12

14

-17 -18

Rapat koordinasi
penerapan pelaksanaan
NSPK di Prov. Kep.
Bangka Belitung

101.165.704

229.582.000

241.100.000

99.056.702

97,92%

Kegiatan perencanaan,
evaluasi dan penyusunan
laporan internal Biro
Pemerintahan

105.000.000

110.250.000

Workshop Penataan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Otonomi Daerah di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

102.310.000

125.000.000

130.000.000

101.583.356

99,29%

Sinkronisasi
Penyelenggaraan
Urusan/Kewenangan di
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

77.200.000

46.501.900

60,24%
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Uraian

o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Pemantauan 100,00
Pelaksanaan Pemilihan 6.200.000 6.200.000 %
Legislative dan Pilpres
2019.
Verifikasi Berkas Calon 95,15%
Anggota DPRD Prov. Kep. 88.860.000 84.552.140

Bangka Belitung dan
Calon Anggota DPRD
Kab/Kota se-Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung.

Optimalisasi Penerapan 98,30%
dan Pelaporan Standar 78.940.000 77.596.081
Pelayanan Minimal
(SPM) Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung.

Kegiatan administrasi 0,00%
penatausahaan biro 350.238.666 346.606.224
pemerintahan
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Rapat Koordinasi 48,95% 85,93% 69,28%
Gubernur dengan 220.949.000 382.389.000 401.508.000 108.146.940 328.603.278 278.174.076
Bupati/Walikota se-
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Kegiatan Partisipasi 113,70 39,41% 39,03%
Kontribusi luran dan 101.320.000 230.464.000 241.980.000 115.197.110 90.825.000 94.450.000 %
Keikutsertaan dalam

Rakor/Rakernas APPSI

Kegiatan Partisipasi 108,88 57,73%
Kontribusi luran dan 137.765.704 260.284.000 273.290.000 150.000.000 150.260.000 %
Keikutsertaan dalam
Rapat Kerja BKS Provinsi
Kepulauan

Kegiatan Verifikasi dan 0 17,23% 2,25%
Validasi bantuan 78.629.000 82.560.000 13.545.000 1.860.000
pemerintah provinsi
kepada
Pemerintah/pemerintaha
n daerah lainnya dan
BUMD
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Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata

(***) Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran ;
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Kegiatan Pengembangan 99,52% 38,34% 882,75
Kesepakatan dan 197.400.000 144.411.000 151.631.000 196.445.495 55.369.300 1.338.526.503 %
Perjanjian Kerjasama
Kegiatan Inventarisasi 97,68% 9,68%
potensi kerjasama 93.150.000 119.374.000 125.342.000 90.986.722 11.558.500
Kegiatan Penyelarasan 91,12% 3,63%
program pemerintah 888.700.000 450.000.000 450.000.000 809.805.068 16.337.500

daerah dan pusat

Pembinaan Mental dan
Spritual Masyarakat 1.335.332.000 1.502.648.000 1.552.648.000 1.311.814.146 1.910.470.871 466.400.998
provinsi Kep.Bangka
Belitung

Peningkatan Kehidupan 85,00% 69,69% 63,99%
Beragama pada Bulan 616.530.000 675.100.000 725.100.000 524.025.500 470.454.000 463.984.000
Ramadhan

Penyelenggaraan 77,87% 54,58% 13,58%
Pemberangkatan dan 903.270.000 998.600.000 1.048.600.000 703.356.171 545.075.000 142.383.329
Pemulangan Jamaah Haji
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Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
) ggaran p: ggaran p 99 Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran ;
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Pendampingan Jamaah 97,88% 84,64% 14,25%
Haji Prov. Kep. Bangka 488.088.000 554.080.000 604.080.000 477.761.010 468.950.000 86.063.600
Belitung
Pembiayaan Transportasi 91,84% 103,21 0,19%
Domestik Jemaah Haji 3.170.920.000 3.250.000.000 3.300.000.000 2.912.188.990 3.354.413.792 6.375.000 %
Persiapan Musabaqah 69,02%
Hafidz Qur'an 500.000.000 2.372.040.000 2.422.040.000 345.107.266
Internasional
Pembinaan dan 83,67% 50,66%
Pemberangkatan 1.380.410.000 1.506.600.000 1.556.600.000 1.155.004.436 763.188.457
Khafilah STQ Nasional
Pembinaan Kerukunan 0
Umat Beragama 336.000.000 386.000.000
Pekan Olah Raga dan 0 0 74,49%
Seni antar Pondok 534.965.000 398.516.000
Pesantren Tingkat
Daerah Prov. Kep. Babel
Pembinaan dan 0 0 80,75%
Pemberangkatan 998.900.000 806.629.100
Kontingen POSPENAS
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Uraian . . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Pelaksanaan Kegiatan TP
UKS Provinsi Kepulauan 297.820.000 384.090.000 434.090.000 220.120.500 112.335.200
Bangka Belitung

73,91% 29,25%

Peningkatan Kecintaan 73,06% 61,98% 27,49%
Bermasyarakat di 1.025.580.000 1.096.630.000 1.146.630.000 749.278.100 679.653.800 315.246.000
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Koordinasi Bidang 0
Pendidikan, KB, Pemuda 530.200.000 580.200.000
dan Pariwisata

Rapat Bagian Sosial,
Kesehatan, Tenaga Kerja, 430.233.000 480.233.000 58.346.400
dan Transmigrasi

13,56%
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Penyusunan
Propemperda Dan
Rancangan Peraturan
Daerah

959.843.600

1.500.000.000

1.550.000.000

896.008.774

83.325.000

415.140.934

93,35%

5,56%

Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Monitoring dan evaluasi 56,47% 2,38% 25,40%
dana bantuan sosial dan 333.985.000 383.985.000 433.985.000 188.585.600 9.125.000 110.215.000
hibah
Evaluasi dan Analisi 63,92% 4,34% 31,63%
Proposal Bansos dan 201.204.000 253.204.000 303.204.000 128.611.050 10.990.000 95.889.700
Hibah

26,78%

Penyusunan Produk
Hukum Daerah

567.480.000

500.000.000

600.000.000

526.255.384

118.623.500

230.727.682

92,74%

23,72%

38,45%

Penyusunan Naskah
Hukum Lainnya

67.220.000

150.000.000

170.000.000

65.753.457

600.000

24.509.100

97,82%

0,40%

14,42%

Pembinaan Produk
Hukum Daerah
Kabupaten/Kota

420.000.000

440.000.000

73.414.364

16,69%

Evaluasi Raperda Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah Kabupaten/Kota

317.780.000

400.000.000

430.000.000

223.470.429

4.301.200

74.161.754

70,32%

1,08%

17,25%
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Rata-rata

Penyelesaian
Perselisihan/Sengketa
Perdata antara Pemda
dengan
Orang/Masyarakat
secara Litigasi atau Non
Litigasi

170.370.000

300.000.000

320.000.000

126.469.039

19.660.000

44,033.600

Uraian . . o
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Simplifikasi Regulasi 0
Produk Hukum Daerah 160.000.000 180.000.000
Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Rapat Koordinasi 0
Program Pembentukan 140.000.000 170.000.000
Peraturan Daerah
Bimbingan Teknis Legal 0
Drafting 150.000.000 170.000.000

Penyelesaian Sengketa
TUN akibat Pelaksanaan
Produk Hukum dan
Kebijakan Pemda

191.528.000

300.000.000

320.000.000

125.137.088

84.693.700

72.147.800

65,34%

28,23%

22,55%
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Pembinaan Pelaksanaan 90,84% 3,07% 10,42%
Penyelesaian Sengketa 93.865.626 150.000.000 170.000.000 85.266.600 4.609.000 17.709.500
Akibat Pelaksanaan
Produk Hukum Daerah
dan Kebijakan Pemda di
Kab/Kota Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Pembinaan Pelaksanaan 91,72% 2,61% 7,28%
RANHAM di Kab/Kota 94.444.000 210.000.000 240.000.000 86.619.800 5.490.000 17.475.050
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Bantuan Hukum Kepada 67,96% 32,67% 16,00%
Masyarakat Miskin oleh 156.966.000 230.000.000 260.000.000 106.676.700 75.133.000 41.600.000
Lembaga Bantuan
Hukum Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Penyuluhan Hukum di 7 79,62%
Wilayah Kabupaten/Kota 248.633.000 350.000.000 370.000.000 197.966.900
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Uraian . . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Penyuluhan HAM 0

136.000.000 140.046.250
Bimbingan Teknis 0
Penyelesaian Sengketa 140.000.000 150.000.000

Akibat Pelaksanaan
Produk Hukum dan
Kebijakan Pemerintah
Daerah

Pengelolaan dan
Pengembangan JDIH

482.138.000

600.000.000

650.000.000

364.166.560

1.277.898.260

3.000.000

Pengelolaan dan
Pengembangan
Perpustakaan Hukum

61.658.000

85.000.000

90.000.000

35.978.890

58,35%

Penyusunan Katalog
Perda dan Pergub dan
Kompilasi Perda dan
Pergub

69.125.500

85.000.000

90.000.000

67.179.113

97,18%

Penyusunan Abstar
Produk Hukum Daerah

120.000.000

140.000.000
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Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
() e[t] p: 99; p 99 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Penyusunan Arsip Produk 0
Hukum Daerah 85.000.000 90.000.000
Pembinaan Pelaksanaan 0 0 0
IDIH Kabupaten/Kota
Sosialisasi Perda 0
95.000.000 110.000.000
Rakor Biro Hukum dan 88,00% 22,97% 9,42%
Bagian Hukum 137.470.000 170.000.000 190.000.000 120.967.425 39.049.700 17.890.800
Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Publikasi Produk Hukum 0 0 0
Daerah di Media
Bimtek Sistem Informasi 0
Hukum 140.000.000 160.000.000
Rakor JDIH Provinsi Dan 0
Kabupaten/Kota Se- 130.000.000 150.000.000
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
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Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
() 99 P 99 P 99 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Penyusunan Dokumen 46,83% 11,52% 10,05%
Perencanaan 149.599.950 202.610.000 233.001.500 70.064.930 23.345.350 23.416.550
Pembangunan Perangkat
Daerah
Penyusunan Pelaporan 59,55% 11,69% 9,00%
Capaian Kinerja dan 151.868.018 225.703.000 259.558.450 90.442.699 26.379.250 23.349.050
Keuangan Sekretariat
Daerah
Pengendalian Percepatan 73,27% 195,60
Pembangunan di Provinsi 108.080.000 380.450.000 437.517.500 79.192.073 744.141.427 %
Kabupaten/Kota
Peningkatan Fungsi 65,89%
Sistem Monitoring TEPRA 578.951.855 662.436.606 761.802.097 381.482.888

(SISMONTEP) Provinsi
Kabupaten/Kota
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Rata-rata

Peningkatan Fungsi
Sistem E-Monep APBD

602.328.194

627.328.194

26.202.000

Uraian o . -
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Peningkatan 61,10%
Pengendalian 92.961.165 331.765.000 381.529.750 56.795.500
Pembangunan Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
Koordinasi Penetapan 0
Target Fisik dan 175.000.000 200.000.000 87.364.420
Keuangan APBD Provinsi

Koordinasi
Penyempurnaan Aplikasi
e-Monep APBD

398.674.000

538.326.000

619.074.900

94.091.990

23,60%

Kebijakan Monitoring
Evaluasi APBD

102.652.670

152.650.000

175.547.500

40.385.500

39,34%

Penyusunan Kebijakan
dan Implementasi
Jaringan Aplikasi e-
Monev berkelanjutan

250.000.000
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Peningkatan penerapan
data dan informasi
layanan

211.370.000

533.841.000

587.225.100

119.594.454

8.100.000

56,58%

1,52%

Uraian . . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Penggunaan Aplikasi E- 0 0 0
Monep APBD
Peningkatan Capaian 0 0 33,76%
Realisasi APBD 225.620.000 76.175.000
Peningkatan Fungsi 0 4,20%
Sismontepra APBD 463.960.000 287.281.500 19.502.500
Provinsi, Kab/Kota

Pengelolaan data dan
informasi

125.128.000

259.050.000

284.955.000

46.860.950

13.665.200

18.247.200

37,45%

5,28%

6,40%

Peningkatan Administrasi
Ketatausahaan

112.637.000

411.235.000

452.358.500

71.708.770

28.437.600

44.501.100

63,66%

6,92%

9,84%

Peningkatan Pelayanan

Publik

105.764.000

242.863.500

267.149.850

85.209.220

13.665.200

19.502.000

80,57%

5,63%
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Peningkatan Fungsi
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik

1.195.925.000

2.116.136.000

2.327.749.600

1.058.917.331

952.296.951

476.654.850

88,54%

45,00%

Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
) 99 P ‘ggaran p 09 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Peningkatan Fungsi 83,12% 25,19% 23,82%
Pelayanan ULP 1.927.350.000 3.540.240.000 3.894.264.000 1.602.033.069 891.787.698 927.437.874
Peningkatan Pembinaan 53,87% 13,35%
Pengadaan barang dan 183.145.000 495.429.000 544.971.900 98.654.959 66.150.094
Jasa
Peningkatan pelayanan 41,00%
perencanaan Pengadaan 111.378.000 404.888.000 445.376.800 45.669.800
barang dan jasa
Pencegahan dan 52,26% 12,29%
Penanganan Pengaduan 116.025.000 594.011.000 653.412.100 60.633.383 73.006.519

20,48%

Peningkatan Layanan dan
Dukungan Pengadaan
Secara Elektronik

459.493.000

962.824.500

1.059.106.950

256.749.433

138.556.488

55,88%

14,39%

Peningkatan Pelayanan
dan Registrasi dan
Verifikasi

308.280.000

781.825.000

860.007.500

94.816.455

98.134.063

30,76%

12,55%
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Uraian . . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Pengelolaan Sistem 70,27% 40,09% 10,11%
Pengadaan Secara 575.430.000 1.159.235.000 1.275.158.500 404.332.811 464.789.100 128.935.884
Elektronik

Evaluasi Kelembagaan
Perangkat Daerah 81.146.000 132.670.000 142.670.000 51.978.830
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Evaluasi Kelembagaan 14.070.000,00 93,50%
UPTD/Cabdin 13.155.000
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Penataan Perangkat 37.114.500,00 87,71%
Daerah Pemerintah 32.553.478 29.946.911
Provinsi Kepulauan
Bangka Beliltung
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Uraian

o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Penataan Kelembagaan 98,96%
Unit Pelaksana 46.078.080 45.600.748

Teknis/Cabang Dinas
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Pembinaan uraian tugas
perangkat daerah 133.810.000
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Pembinaan kelembagaan 65,59%
UPTD/UPTB Provinsi 74.827.500 160.000.000 180.000.000 49.076.700
Kepulauan Bangka
Belitung

Sinkronisasi fasilitasi
penataan kelembagaan 87.240.000
Kabupaten/Kota se-
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Penyusunan Rumpun
Jabatan Fungsional 170.000.000
umum Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun
2016

Pembinaan kelembagaan 13,87% 1,01% 29,50%
perangkat daerah 83.475.000 150.000.000 175.000.000 11.582.000 1.510.000 51.632.400
Provinsi dan

Kabupaten/Kota

penyusunan profil
aparatur Pemerintah 89.765.000
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Evaluasi jabatan pegawai 97,35%
negeri sipil di lingkungan 74.751.945 160.000.000 170.000.000 72.772.468
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

163



Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Bimbingan teknis
penyusunan standar 243.553.000
kompetensi teknis
Pegawai Negeri Sipil
pada perangkat daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Penyusunan standar 72,27%
kompetensi teknis 113.207.580 130.000.000 170.000.000 81.816.000
Pegawai Negeri Sipil
pada Perangkat Daerah
di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

Validasi Analisis Beban
Kerja Jabatan Aparatur 201.805.000 102.284.885 82.900.138
Sipil negara pada
Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
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Uraian

)

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

Realisas

Anggaran ;

-1

-3

-10

-11

-12

-13

14

-17 -18

Validasi Standar
Kopetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara
pada Perangkat Daerah
di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

59.950.000,00

48.740.239

81,30%

Validasi dan Penetapan
Hasil Evaluasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

233.510.000

46.464.829

35.692.000

Pembinaan dan analisa
jabatan dan beban kerja

195.087.500

220.000.000

230.000.000

121.608.030

62,34%

Penyusunan Uraian
Tugas Jabatan Fungsional
Umum dan Fungsional
tertentu Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

265.008.000

Program Peningkatan
Dan Pengembangan

13,10%

4,65%

6,07%
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Uraian . . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Penyusunan Profil

Aparatur jabatan 115.000.000 145.000.000 165.000.000

struktural

Forum Sekretaris Daerah 58,41% 5,88%
Prov.babel 50.241.497 175.000.000 185.000.000 29.347.500 10.294.350

Pembinaan dan Evaluasi 67,72%

Profil Aparatur UPT 33.615.875 145.000.000 175.000.000 22.764.000

Pemprov Babel

Pengadaan aplikasi e-

Sakip/penerapan aplikasi 150.000.000 175.000.000 175.000.000

e-Sakip

Bimbingan Teknis 68,36% 33,95%
penyusunan Laporan 67.424.000 215.000.000 225.000.000 46.092.540 72.981.919

kinerja, perjanjian kinerja
dan rencana aksi kinerja
di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
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Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
() e[t] p 99 p 99 Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran ;
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Pembinaan laporan
kinerja 175.000.000 200.000.000 225.000.000
Bimbingan teknis E- 82,39%
LHKPN 106.301.000 165.000.000 187.000.000 87.578.650
Pembangunan zona
integritas 125.000.000 150.000.000 175.000.000
Rapat koordinasi evaluasi 63,34%
capaian kinerja 127.570.000 200.000.000 220.000.000 80.799.330
pemerintah daerah
Bimbingan teknis
pengisian LHKPN 112.500.000 175.000.000 180.000.000
Penyusunan laporan 82,31% 11,41%
kinerja tahunan dan 75.331.000 175.000.000 225.000.000 62.002.677 19.965.000
perjanjian kinerja
tahunan Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Penyusunan pedoman 0
indikator kinerja utama 225.000.000 250.000.000
Penyusunan Pedoman
Pengembangan 250.000.000 270.000.000 275.000.000
Penerapan Budaya Kerja
ASN
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Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
() e[t] p 99 p 99 Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran ;
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Rakor pencapaian
indikator kinerja utama 125.000.000 150.000.000 175.000.000
Penyusunan database 0
capaian kinerja individu 225.000.000 250.000.000
Penyusunan standar 7,57%
capaian kinerja individu 250.000.000 270.000.000 275.000.000 20.448.200
ASN
Penyusunan standar
reward capaian kinerja 250.000.000 270.000.000 275.000.000
individu dan perangkat
daerah
Pembinaan standar 24,49% 8,87%
manajemen mutu pada 63.309.781 270.000.000 275.000.000 66.116.593 24.382.400
OPD, Cabdin dan UPT di
lingkungan pemerintah
provinsi kepulauan
bangka belitung
Forum Staf Ahli Kepala
Daerah 175.000.000 185.000.000 195.000.000
Pembinaan akuntabilitas 65,24% 1,16%
kinerja instansi 72.140.240 120.000.000 140.000.000 47.065.785 1.389.500
pemerintah
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Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata

(***) Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
1 2 3 =z 5 5 7 8 9 10 ET 12 13 14 15 16 a7 18

Bimbingan teknis
penyusunan capaian 94.735.500 160.000.000 175.000.000
kinerja individu ASN di
lingkungan pemerintah
provinsi kepulauan
bangka belitung

98,94%
98.178.800 97.137.538
Manajemen
Perubahan
95,77%
Penigkatan Akuntabilitas 59.060.050 56.564.052
Kinerja
98,47%
61.019.237 60.088.428

Data dan Informasi
Kinerja

Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur di 85.119.480 170.000.000 190.000.000 66.988.810 134.466.370 10.755.798
lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Pembinaan pelaksanaan 57,36% 0,50% 44,97%
pelayanan publik di 48.999.680 150.000.000 200.000.000 28.105.100 750.000 89.936.261
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Rapat koordinasi 68,60% 10,87%
Biro/Bagian Organisasi 88.991.825 170.000.000 190.000.000 61.050.090 18.474.390
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Peningkatan administrasi 309,30 49,85%
ketatausahaan 72.493.150 285.000.000 300.000.000 881.499.851 149.557.804 %

Bimtek penyusunan 81,43% 14,64% 6,99%
proposal dan pelatihan 97.924.275 300.000.000 300.000.000 79.743.279 43.929.889 20.963.555
admin kompetisi inovasi
pelayanan publik

Audit Surveillance I1SO
9001:2008 menuju 149.319.550 200.000.000 200.000.000
Sertifikasi 1SO 9001:2015
untuk Samsat Sungailiat
dan UPTSP
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Uraian nci . e Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Peningkatan Pelaksanaan 77,63% 57,83%
reformasi birokrasi 100.324.275 200.000.000 200.000.000 77.883.764 115.650.408
pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
Roadmap Pelaksanaan 62,54% 6,89%
Reformasi Birokrasi 123.155.325 275.000.000 290.000.000 77.026.700 18.960.000
Pelaksanaan survey 66,79% 0,60% 21,79%
kepuasan masyarakat 86.513.375 150.000.000 165.000.000 57.779.900 900.000 35.956.427
terhadap pelayanan
publik
Penyelenggaraan standar 85,35%
pelayanan minimal di 59.354.750,00 50.659.480
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Publikasi Media Massa /
Cetak

1.467.700.000

2.242.500.000

2.578.875.000

1.409.825.139

796.375.000

117.765.000

96,06%

35,51%

4,57%
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Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
) 99 p 99 P 99 Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Publikasi Media 61,68% 68,17% 7,75%
Elektronik/IT 299.942.025 458.425.765 527.189.630 184.990.000 312.500.000 40.875.000
Pendokumentasian dan 75,51% 59,02% 2,97%
Belanja Spanduk/Baleho 163.901.900 260.899.580 300.034.517 123.760.750 153.975.000 8.910.000
Penerbitan Majalah / 66,14% 27,40%
Buletin Pemerintah 241.827.425 378.407.385 435.168.492 159.952.500 103.675.000 -
Provinsi
Media Gathering 0
52.195.000 60.024.250
Workshop Humas Bidang 55,79%
Media Elektronik dan IT 19.771.050 30.315.610 34.862.952 11.031.000
Workshop Bidang 0
Kehumasan 80.280.000 84.294.000
Program Peningkatan 30,04% 33,64% 14,94%
Pelayanan Protokoler 162.698.250 535.354.305 585.657.450 48.870.000 180.074.100 87.514.147
Penyediaan Barang 73,42% 100,28 10,98%
Cetakan dan 66.562.500 78.846.875 90.673.906 48.870.000 79.070.000 9.957.500 %
Penggandaan
Workshop Bidang 45,54%
Keprotokolan 96.135.750 221.802.225 225.072.558 101.004.100
Layanan Tamu 0
Pemerintah dan Negara 84.705.205 97.410.986
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Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

183.992.200

285.174.930

327.951.170

171.205.000

188.133.500

14.602.500

Uraian . . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Peningkatan Fungsi 0 44,96%
Keprotokolan 150.000.000 172.500.000 77.556.647

Pengumpulan,
Penyaringan informasi
dan Publikasi Kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah di Dalam
dan Luar Daerah di rubah
menjadi Pengumpulan
Informasi, Layanan
Kehumasan, dan
keprotokolan

259.830.650

396.076.330

455.487.780

156.625.159

527.920.661

53.825.170

60,28%

133,29

11,82%

Penguatan Fungsi Pusat
Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi

230.918.550

362.861.110

417.290.276

144.718.910

19.347.400

20.998.710

62,67%

5,33%

5,03%
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Uraian nci . e Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Penyediaan Peralatan 108,30 76,24% 8,21%
dan Perlengkapan 533.821.375 792.152.775 910.975.691 578.155.000 603.958.500 74.775.700 %
Layanan Kehumasan dan
keprotokolan
Peningkatan Kualitas 55,57% 11,63%
SDM dan Koordinasi 15.808.550 39.573.110 45.509.076 8.784.700 5.290.681
Kehumasan dan
Keprotokolan
Penyediaan Pakaian [
Khusus Lapangan Humas 100.000.000 115.000.000
dan Protokol
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Uraian Rata-rata

) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan 23,74%
Penyusunan Dokumen 166.000.000 180.000.000 39.408.978
Perencanaan Perangkat

Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan DPA-
SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
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Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata

(***) Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran ;
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan Evaluasi 126,75%
Kinerja Perangkat Daerah 19.000.000 23.500.000 24.081.950
Kegiatan Administrasi 82,94%
Keuangan Perangkat 49.274.795.830 54.202.275.413 40.866.869.9
Daerah 62
Sub Kegiatan Penyediaan 82,94%
Gaji dan Tunjangan ASN 49.274.795.830 54.202.275.413 40.866.869.9
62

Sub Kegiatan Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan
Tugas ASN

Sub Kegiatan
Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Sub Kegiatan
Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD

Sub Kegiatan
Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Kegiatan Administrasi 73,05%
Barang Milik Daerah 200.000.000 200.000.000 146.107.512
pada Perangkat Daerah
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Uraian Rata-rata

) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan
Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
SKPD

Sub Kegiatan
Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan Pembinaan,
Pengawasan, dan
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD

Sub Kegiatan Rekonsiliasi
dan Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD
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Uraian

o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan 73,05%
Penatausahaan Barang 200.000.000 200.000.000 146.107.512

Milik Daerah pada SKPD

Sub Kegiatan
Pemanfaatan Barang
Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan
Perencanaan
Pengelolaan Retribusi
Daerah

Sub Kegiatan Analisa dan
Pengembangan Retribusi
Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan
Retribusi Daerah
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan Penyuluhan
dan Penyebarluasan
Kebijakan Retribusi
Daerah

Sub Kegiatan Pendataan
dan Pendaftaran Objek
Retribusi Daerah

Sub Kegiatan Pengolahan
Data Retribusi Daerah

Sub Kegiatan Penetapan
Wajib Retribusi Daerah

Sub Kegiatan Pelaporan
Pengelolaan Retribusi
Daerah

Kegiatan Administrasi 0,00%
Kepegawaian Perangkat 310.000.000 341.000.000 -
Daerah
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Uraian Rata-rata

) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin
Pegawai
Sub Kegiatan Pengadaan 0,00%
Pakaian Dinas Beserta 160.000.000 176.000.000 -

Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan Pendataan
dan Pengolahan
Administrasi
Kepegawaian

Sub Kegiatan Koordinasi
dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Sub Kegiatan Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai

Sub Kegiatan
Pemulangan Pegawai
yang Pensiun
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Uraian

)

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

Realisas

Anggaran ;

-1

-10

-11

-12

14

-17 -18

Sub Kegiatan
Pemulangan Pegawai
yang Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas

Sub Kegiatan
Pemindahan Tugas ASN

Sub Kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Sub Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan

150.000.000

165.000.000

0,00%

Sub Kegiatan Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

11.416.746.458

13.820.311.405

9.542.889.78
9

83,59%
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Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
() e[t] p 99 p 99 Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran ;
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan Penyediaan 21,49%
Komponen Instalasi 788.511.638 867.362.800 169.487.500
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 26,43%
Peralatan dan 75.000.000 82.500.000 19.825.000
Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan 0,00%
Peralatan Rumah Tangga 75.000.000 82.500.000 -
Sub Kegiatan Penyediaan 99,95%
Bahan Logistik Kantor 65.096.000 71.575.900 65.065.000
Sub Kegiatan Penyediaan 68,55%
Barang Cetakan dan 357.378.980 393.116.880 244.992.300
Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan 32,40%
Bahan Bacaan dan 169.953.000 186.948.300 55.062.000
Peraturan Perundang-
Undangan
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Uraian Rata-rata

) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan Penyediaan 83,53%

Bahan/Material 400.000.000 410.000.000 334.121.300

Sub Kegiatan Fasilitasi 6.850.000.000 113,47%

Kunjungan Tamu 5.052.800.000 5.733.560.37

0

Sub Kegiatan 4.876.307.525 65,89%

Penyelenggaraan Rapat 4.433.006.840 2.920.776.31

Koordinasi dan 9

Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Sub Kegiatan Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Pengadaan Kendaraan 2.000.000.000 74,71%
Dinas Operasional atau 1.800.000.000 1.344.816.00
Lapangan 0

Pengadaan Alat Besar

Pengadaan Alat
Angkutan Darat Tak
Bermotor

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan 87,85%
Mesin Lainnya 700.000.000 800.000.000 614.953.500

Pengadaan Aset Tetap
Lainnya

Pengadaan Aset Tak
Berwujud

Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa 89,34%
Penunjang Urusan 13.194.233.900 14.613.157.290 11.787.586.1
Pemerintahan Daerah 22

Sub Kegiatan Penyediaan 5.435.650.000 0,44%
Jasa Surat Menyurat 4.941.500.000 21.958.661

Penyediaan Jasa 4.885.100.000 66,10%
Komunikasi, Sumber 4.441.000.000 2.935.307.37
Daya Air dan Listrik 2

Penyediaan Jasa 1.832.220.000 71,79%
Peralatan dan 1.575.200.000 1.130.820.08
Perlengkapan Kantor 9
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Uraian

Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

. . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
() 99 P 99 P 99 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Penyediaan Jasa 2.460.187.290 344,26%
Pelayanan Umum Kantor 2.236.533.900 7.699.500.00
0
Sub Kegiatan Penyediaan 3.608.190.465 20,83%
Jasa Pemeliharaan, Biaya 3.280.173.150 683.412.084
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Sub Kegiatan Penyediaan 2.406.980.565 61,01%
Jasa Pemeliharaan, Biaya 2.188.164.150 1.335.087.80
Pemeliharaan, Pajak dan 0

187



Uraian

o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar

Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor

Sub Kegiatan 28,61%
Pemeliharaan Mebel 150.000.000 165.000.000 42.922.000

Sub Kegiatan 2.072.180.000 17,96%
Pemeliharaan Peralatan 1.883.800.000 338.301.800

dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya

Sub Kegiatan
Pemeliharaan Aset Tak
Berwujud
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Uraian

o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan 4.680.077.886 103,82%
Pemeliharaan/Rehabilita 4.254.616.260 4.417.272.58
si Gedung Kantor dan 4
Bangunan Lainnya
Sub Kegiatan 140,00%
Pemeliharaan/Rehabilita 662.172.300 728.389.530 927.036.600

si Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilita
si Tanah
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Uraian

. . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan Penyediaan 98,16%
Gaji dan Tunjangan 245.046.217 265.000.000 240.535.630
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan 26,76%
Pakaian Dinas dan 82.200.000 90.000.000 22.000.000
Atribut Kelengkapan
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Sub Kegiatan 64,04%
Pelaksanaan Medical 65.000.000 75.000.000 41.626.332

Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan Penyediaan 1.350.000.000 100,00%
Dana Penunjang 1.250.000.000 1.250.000.00
Operasional Kepala 0

Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Kegiatan Fasilitasi 2.100.000.000 80,77%
Kerumahtanggaan 2.051.800.723 1.657.233.00
Sekretariat Daerah 0

Sub Kegiatan Penyediaan 141,39%
Kebutuhan Rumah 583.709.644 600.000.000 825.310.000
Tangga Kepala Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan 204,74%
Kebutuhan Rumah 278.137.296 300.000.000 569.448.000
Tangga Wakil Kepala
Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan 1.200.000.000 22,06%
Kebutuhan Rumah 1.189.953.783 262.475.000
Tangga Sekretariat
Daerah
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan Penyiapan 1652,97
Materi Pimpinan 72.850.000 80.000.000 1.204.188.17 %
9

Sub Kegiatan Fasilitasi
Komunikasi Pimpinan

Sub Kegiatan
Pengelolaan
Dokumentasi Pimpinan

Sub Kegiatan Fasilitasi 1.000.000.000 2,48%
dan Koordinasi 945.744.000 23.453.928
Pelaksanaan Acara

Sub Kegiatan Fasilitasi
Kunjungan Tamu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Sub Kegiatan 159,84%
Pengelolaan Hubungan 499.050.000 565.789.267 797.661.919
Keprotokolan
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Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata

(***) Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
1 2 3 =z 5 5 7 8 9 10 ET 12 13 14 15 16 a7 18

Sub Kegiatan Fasilitasi
Penataan Kelembagaan 80.000.000 100.000.000 32.540.501
Provinsi

40,68%

Sub Kegiatan Fasilitasi 48,08%
Penataan Kelembagaan 90.000.000 120.000.000 43.268.585
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penataan 51,57%
Analisis Jabatan 95.000.000 125.000.000 48.989.081
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Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
) 99 P ‘ggaran p 09 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ‘15 ‘16 17 18
Sub Kegiatan Pembinaan 39,65%
Pelaksanaan Reformasi 95.000.000 125.000.000 37.664.000
Birokrasi
Monitoring dan Evaluasi 39,71%
Akuntabilitas Kinerja 90.000.000 110.000.000 35.736.426
Evaluasi Pelaksanaan 35,07%
Budaya Kerja 90.000.000 110.000.000 31.566.541
Pengelolaan Tatalaksana 34,35%
Pemerintahan 50.000.000 60.000.000 17.175.000
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Uraian

. . o Rata-rata

) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Fasilitasi Peningkatan 60,36%

Pelayanan Publik 215.705.855 250.000.000 130.197.289

Sub Kegiatan 92,94%

Pengelolaan Administrasi 146.270.000 160.897.000 135.945.801

Kebijakan Pemerintahan

Fasilitasi Pelaksanaan

Pemerintahan Umum 47.398.000 52.137.800 -

Fasilitasi Penataan 90,89%

Wilayah 47.398.000 - 43.077.701
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Uraian Rata-rata

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
) ggaran p: ggaran p 99 Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran ;
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan Fasilitasi 57,16%
Administrasi Kepala 381.456.000 419.601.600 218.025.190
Daerah dan DPRD
Pengembangan Otonomi 522,64%
dan Penataan Urusan 160.418.000 176.459.800 838.402.824
Evaluasi dan 53,25%
Penyelenggaraan 498.634.000 548.497.400 265.528.226
Pemerintahan
Kegiatan Fasilitasi Kerja 525,04%
Sama Daerah 398.205.466 438.026.000 2.090.718.30
4
Sub Kegiatan Fasilitasi 525,04%
Kerja Sama Antar 398.205.466 438.026.000 2.090.718.30
Pemerintah 4
Fasilitasi Kerja Sama 0,00%
Badan Usaha/Swasta - - -
Evaluasi Pelaksanaan 0,00%
Kerja Sama - - -
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Uraian

- . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan 0,00%
Pengelolaan Sarana dan 10.302.265.000 11.332.491.500 -
Prasarana Spiritual
Fasilitasi Kelembagaan 2.030.902.500 45,25%
Bina Spiritual 1.846.275.000 835.350.848
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Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Rata-rata

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
(***) 99 P 99 Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran ;
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan Fasilitasi, 79,17%
Koordinasi, Sinkronisasi, 296.406.250 326.046.875 234.679.000
Evaluasi dan Capaian
Kinerja Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pendidikan
Fasilitasi, Koordinasi dan 4.500.000.000 0,47%
Sinkronisasi, Evaluasi dan 4.127.355.490 19.260.000
Capaian Kinerja
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat Bidang Kesehatan
Fasilitasi, Koordinasi dan 151,80%
Sinkronisasi, Evaluasi dan 17.450.770.000 19.233.542.000 26.489.771.7

Capaian Kinerja
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat Bidang Sosial

00
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Uraian . . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan Koordinasi 11,06%
dan Sinkronisasi 250.000.000 300.000.000 27.661.500

Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat Bidang
Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan, dan
Pariwisata
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Uraian o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan

Realisas

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Koordinasi dan 0,00%
Sinkronisasi Kebijakan 375.000.000 400.000.000 -
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana,
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi dan Tenaga
Kerja

Koordinasi dan 16,00%
Sinkronisasi Kebijakan 250.000.000 300.000.000 40.002.500
Kesejahteraan Rakyat
Bidang Komunikasi,
Informatika, Statistik,
Persandian, dan
Perhubungan
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Uraian nci . e Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan Fasilitasi 109,99%
Penyusunan Produk 400.000.000 440.000.000 439.956.036
Hukum Pengaturan
Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum 210.331.832
Penetapan
Pendokumentasian 8,22%
Produk Hukum dan 60.000.000 66.000.000 4.934.429
Naskah Hukum Lainnya
Fasilitasi dan Evaluasi 76,01%
Produk Hukum 120.000.000 132.000.000 91.212.267
Kabupaten/Kota
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Uraian

- . o Rata-rata

) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 -10 11 12 13 14 15 16 17 18

Sub Kegiatan Fasilitasi 70,83%

Penyelesaian Masalah 180.500.000 198.550.000 127.851.029

Hukum

Fasilitasi Penyelesaian 72,98%

Masalah Non Litigasi dan 65.089.260 71.598.180 47.502.815

HAM

Sub Kegiatan Fasilitasi 20,49%

Pengelolaan Kebijakan 93.403.576 110.000.000 19.143.005

Ekonomi Makro

Sub Kegiatan Fasilitasi 26,82%

Pengelolaan Kebijakan 40.000.000 50.000.000 10.728.004

Ekonomi Mikro
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Uraian nci . e Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan Koordinasi, 33,25%
Sinkronisasi dan Evaluasi 30.000.000 40.000.000 9.975.700
Kebijakan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan,
dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi 95,00%
dan Evaluasi Kebijakan 30.000.000 40.000.000 28.500.000
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi 51,77%
dan Evaluasi Kebijakan 60.000.000 70.000.000 31.064.461
Energi dan Air
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Uraian

o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan Koordinasi, 47,34%
Sinkronisasi, Monitoring, 50.000.000 70.000.000 23.669.690

dan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan Badan
Usaha Milik Daerah Jasa
Keuangan dan Aneka
Usaha

Koordinasi, Sinkronisasi,
Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pengelolaan
Badan Usaha Milik
Daerah Air Minum,
Limbah dan Sanitasi

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Pendirian BUMD
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Uraian Rata-rata

) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Koordinasi, Sinkronisasi, 0,00%
Monitoring dan Evaluasi 20.000.000 30.000.000 -

Kebijakan Pengelolaan
Badan Layanan Umum
Daerah

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Evaluasi Kebijakan
Pendirian BLUD

Sub Kegiatan
Pengelolaan Strategi 100.000.000 120.000.000 -
Pengadaan Barang dan
Jasa

0,00%
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Uraian . . o Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
() e[t] p 99 p 99 Pertumbuhan
Realisas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran i
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Pelaksanaan Pengadaan 1.500.000.000 33,38%
Barang dan Jasa 1.335.440.000 445.709.330
Pemantauan dan Evaluasi 0,00%
Pengadaan Barang dan 100.000.000 120.000.000 -
Jasa
Kegiatan Pengelolaan 1.140.000.000 66,59%
Layanan Pengadaan 1.037.960.846 691.171.532
Secara Elektronik
Sub Kegiatan 1.000.000.000 73,69%
Pengelolaan Sistem 937.960.846 691.171.532
Pengadaan Secara
Elektronik
Pengembangan Sistem 0,00%
Informasi Pengadaan 50.000.000 70.000.000 -
Barang dan Jasa
Pengelolaan Informasi 0,00%
Pengadaan Barang dan 50.000.000 70.000.000 -
Jasa
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Konsultasi, dan/atau
Bimbingan Teknis
Pengadaan Barang dan
Jasa

Uraian . . o Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

Sub Kegiatan Pembinaan 28,65%

Sumber Daya Manusia 65.534.679 70.000.000 18.775.680

Pengadaan Barang dan

Jasa

Sub Kegiatan Pembinaan 29,49%

Kelembagaan Pengadaan 56.000.000 60.000.000 16.513.540

Barang dan Jasa

Sub Kegiatan 0,00%

Pendampingan, 56.000.000 60.000.000
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Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

Realisas

Anggaran ;

Sub Kegiatan
Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBD

-17 -18

Sub Kegiatan
Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan APBN

Sub Kegiatan
Pengendalian
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah

150.000.000

160.000.000

59.259.474

39,51%
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Uraian

o . - Rata-rata
) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Reai"sas
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18
Sub Kegiatan Analisis 21,72%
Capaian Kinerja 120.000.000 130.000.000 26.067.633

Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi
Perumusan Kebijakan
Teknis Pembangunan
Daerah

*) diisikan dengan nama Perangkat Daerah
**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah
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2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT

DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung berorientasi kepada pelayanan selaku unsur penunjang urusan

pemerintahan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas, tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan sekretariat daerah. sebagai berikut :

Tantangan:

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Umum :

1.

w

7.

Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan tamu bidang Kerumah tanggaan
dan keuangan setda yang optimal.

. Belum memadai Sarana dan prasarana untuk parkir tamu
. Mewujudkan pelayanan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPSE)
. Mewujudkan sinkronisasi SOTK dengan Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan mekanisme kerja

/prosedur dalam system manajemen Pemerintahan

. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian capaian kinerja kegiatan,

sarana dan prasarana infrastruktur yang mumpuni untuk menopang
pertumbuhan perekonomian, serta kebijakan pembiayaan pembangunan
strategi

Meningkatkan kompetensi ASN

b. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Hukum :
1. Adanya perubahan kebijakan regulasi nasional yang dituangkan dalam Undang-

4,

undang cipta kerja tahun 2020 yang mengharuskan Pemerintah Daerah
melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah secara cepat;

. Semakin banyaknya tuntutan terkait akses bantuan hukum untuk masyarakat

miskin;

. Kebjakan Pemerintah Daerah yang belum memenuhi rasa keadilan yang

dirasakan masyarakat sehingga menimbulkan sengketa;
Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus berstandar HAM;

5. Adanya kewenangan baru menyangkut fasilitasi dan evaluasi produk hukum

daerah sesuai dengan perubahan struktur organisasi.

c. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat:

1.

2.

Perlu meningkatkan pelayanan publik bidang kesejahteraan rakyat khususnya
dibidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar

Belum optimalnya fasilitiasi Pembinaan Mental Spiritual Masyarakat di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
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3. Belum maksimalnya penyediaan fasilitasi Sarana dan Prasarana yang optimal

dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya bagi penerima
Hibah dan Bantuan Sosial

4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan aplikasi

tehnologi digital, sehingga aplikasi yang tersedia belum dapat dimanfaatkan
dengan baik

d. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Pengadaan Barang Jasa Barang
Jasa:

1.

Belum optimalnya proses Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan Peraturan
tentang Pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum diterapkan maksimal;
Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang
Pengadaan barang/Jasa

Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk peningkatan level kematangan
Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Belum Optimalisasi pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan barang dan
jasa di lingkungan OPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

e. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi :

1.

2.

3.

Belum optimalnya penerapan penataan organisasi dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan Peraturan yang mengatur
masih menunggu revisi dari Pemerintah Pusat;

Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki belum optimal dan kinerja perlu
ditingkatkan dalam menjalankan Tugas Poko dan Fungsi yang diemban;
Mengoptimalkan penyerapan anggaran yang ada untuk peningkatan
pencapaian target dan sasaran Program kegiatan yang telah ditetapkan.

f. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi

Pembangunan :

1. Adanya Perubahan Regulasi atau aturan dalam pelaksanaan perumusan
kebijakan teknis pengendalian pembangunan

2. Kompleksitas isu atau masalah strategis daerah yang memerlukan kajian dan
Analisa kebjakan pembangunan daerah

3. Data yang belum terintegritasi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis
evaluasi dan pelaporan

4. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan potensial

5. Rendahnya Produksi Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan serta
terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan Kelangkaan pasokan Sumber Daya
Alam

6. Belum terlaksananya pemetaan teknologi informasi untuk memperkuat
kesediaan data informasi di sektor ekonomi

7. Rendahnya kepedulian dan koordinasi antar Perangkat Daerah (Biro) dan

atasan dalam penyusunan perencanaan penganggaran
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8. Rendahnya kepedulian akan pentingnya pelaporan pengendalian dan evaluasi
perencanaan

Peluang :

a. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Umum :

1. Adanya kebijakan dan komitmen Gubernur untuk mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintah terutama dalam pelayanan masyarakat

2. Adanya tuntutan Global untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis
elektronik (SPBE)

b. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum :
1. Kemajuan teknologi informasi menyangkut pelayanan fasilitasi hukum
Pemerintah Daerah;
2. Adanya peningkatan SDM dibidang hukum melalui penambahan jenis jabatan
fungsional terkait pelayanan hukum;
3. Semakin meningkatnya akses pelayanan hukum bagi masyarakat khusunya
dibidang peradilan

c. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat:

1. Adanya harapan masyarakat terhadap peran serta Pemerintah dalam
mensejahterakan masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

2. Terdapatnya Kebijakan yang mendukung kinerja biro dalam mensejahterakan
masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Terdapatnya tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang jelas

4. Dukungan layanan internal Biro Kesejahteraan Rakyat yang baik pada bidang
Perencanaan, Kehumasan, Administrasi Keuangan, Administrasi Barang Milik
Daerah/Asset, Administrasi Kepegawaian, dan Administrasi Umum, serta
Kelembagaan/Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi

d. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Pengadaan Barang Jasa :

1. Kemajuan teknologi informasi mendukung Transparansi dan Akuntabilitas
proses Pengadaan barang dan jasa;

2. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang
mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

3. Adanya transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat
mewujudkan pengadaan yang lebih mudah,cepat,transparan dan akuntabel
serta adaftif terhadap perubahan regulasi.

e. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi :
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1.

2.

3.

Kemajuan teknologi informasi (IPTEK) di era digitalisasi serta di masa
pandemi yang sudah berlangsung selama ini mendorong dan memacu movitasi
dalam memperlancar pekerjaan akan semakin lebih mudah dan cepat;

Adanya Regulasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
yang mendukung pelaksanaan Penataan Organisasi yang semakin baik;

Telah terjalinnya sinergisitas yang baik antar Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam penyampaikan berbagai
informasi, data dan lain sebagainya mudah,cepat,transparan dan akuntabel
serta adaftif terhadap perubahan regulasi.

f. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan :

1.

w

N

Rekomendasi pengendalian Administraasi pelaksanaan Pembangunan yang di
buat

Membuat kebijakan dalam Analisa dan pengkajian data pembangunan daerah
Rekomendasi evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dibuat

BUMD merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Daerah serta
tingginya eksistensi kinerja BLUD

Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dukungan stakeholder pusat /daerah dan Mitra perekonomian

Ada dukungan dari stakeholder

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
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BAB. 111

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
bertugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,
organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden dan atas usulan Gubernur. Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh 3 (tiga) Asisten
yang masing-masing dibagi sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Peraturan Gubernur Nomor 68. A Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beberapa
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program
dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Permasalahan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

2. Dinamika internasional, nasional dan regional yang
mempengaruhi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi
pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang antara lain terdiri dari
RPJPD dan RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya

pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode
2023-2026 adalah sebagai berikut :

1.

penyelenggaraan perumusan Kkebijakan umum Pemerintah
Daerah Provinsi meliputi pemerintahan, hukum dan
kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta
administrasi sebagai bahan penetapan Gubernur;

. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup

Sekretariat Daerah;

. penyelenggaraan kepemimpinan manajemen pada Sekretariat

Daerah;

penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif,
supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh
Perangkat Daerah; dan

. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Staf Ahli Gubernur.

Sementara itu kontribusi langsung dalam mewujudkan

tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut,
Sekretariat Daerah terkait langsung dengan pelaksanaan Misi ke 5
(tiga), yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari

dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat
Daerah, sebagai berikut :

1.

N o 1o W

Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam
mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
kelembagaan;

Penataan Ketataklasanaan;

Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;

Optimaliasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa;

Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat
hukum;

Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan
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otonomi daerah;

10. Belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyenggaraan
Pemerintah Daerah Tahun 2018;

11. Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum
daerah;

12. Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;

13. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat
Daerah;

14. Belum Optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan
kesejahteraan sosial masyarakat;

15. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;

16. Organisasi Perangkat daerah yang menyerahkan LAKIP Tahun
2018-2023 tepat waktu sebesar 90%;

17. Organisasi yang menyusun Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun
2018-2023 tepat waktu sebesar 90%;

18. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik
pada Unit Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsmen;

19. Kurang memandaikan sarana kerja terutama tata ruang kerja
yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan
dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan
pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD,
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi
dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan
koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang
berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan
pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan
kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup
Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang
oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara
optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi
dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

a. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang
perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan
dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program
Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai
berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
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Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan
Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan
Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Peningkatan Akuntabilitas

Peningkatan kualitas dan optimalisasi

Pengendalian Pembangunan

Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

O © N > 1k W N

Peningkatan Kualitas Kinerja BUMD

10. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi

b. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dalam menyelenggarakan perumusan dan menetapkan
kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan
pengkoordinasian administratif, membina, mengawasi,
mengendalikan, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan
koordinasi fungsi Sekretariat Daerah dan memfasilitasi terhadap
pelaksanaan tugas oleh Perangkat Daerah, serta
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli
Gubernur senantiasa memperhatikan RTRW, dimana RTWP
merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan
memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan,
yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam
bumi. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034
memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana
struktur ruang,rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis
provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi
program pemanfataan ruang terdiri dari program utama,
pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5
(lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan dokumen
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perumusan kebijakan umum pembangunan, khususnya terkait
kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan
pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5

tahunan).

Kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung diinternalisasikan dalam kebijakan kawasan

lindung 30% dari luas Kepulauan Bangka Belitung.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mewujudkan
perumusan kebijakan umum melaksanakan koordinasi
pelaksanaan bidang penataan ruang melalui fasilitasi Asisten
Perkonomian dan Pembangunan untuk memastikan,
mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW,
mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup,
sebagai bentuk eksistensi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan

pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah
penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan
sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis
antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas
ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Tugas
Sekretariat Daerah dalam merumuskan kebijakan strategis
program, kegiatan atau pekerjaan unggulan daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung seperti pelaksanaan program
pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi
(PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan
sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan
pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan
terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan
pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong
perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan
pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi
yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan

eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi
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perhatian Sekretariat Daerah dalam peninjauan kembali RTRWP

pada periode 5 (lima) tahun ke depan hal ini dilakukan untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur terpilih.

c. Telaah Renstra Kabupaten/Kota

Nilai hasil akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Daerah kabupaten dan Kota di Kepulauan Bangka Belitung dapat
dilihat pada Tabel sebagaimana dibawah ini.

Tabel 3.1

Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

TAHUN 2019| TAHUN 2020| TAHUN 2021

NO| KOMPONEN YANG BOBOT
DINILAI NILAI | PREDI | NILAI | PREDI | NILAI | PREDIK

KAT KAT AT

1 | KOTA 100 [5021] cc [5136| cc | 5292 cC
PANGKALPINANG

2 | KABUPATEN BANGKA 100 | 42,06 C 50,54 | CC | 60,82 B

3 | KABUPATEN BANGKA | 100 | 46,52 C 48,49 | cC | 40,62 C
TENGAH

4 | KABUPATEN BANGKA 100 | 48,92 C 5002 | CC | 57,62 cC
BARAT

5 | KABUPATEN BANGKA 100 [5337] cc |[5630] cc | 6028 B
SELATAN

6 | KABUPATEN BELITUNG| 100 53,42 | CC | 67,16 B

7 | KABUPATEN BELITUNG| 100 57,25 | CC | 63,95 B
TIMUR

8 | PROVINSI KEPULAUAN | 100 [ 70.06 | BB | 80.07 A 81,69 A
BANGKA BELITUNG

Berdasarkan pada data tabel diatas menunjukan bahwa nilai
AKIP Kabupaten dan Kota di Kepulauan Bangka Belitung masih
terdapat 4 (empat) daerah yang mendapat nilai CC.

1. Predikat A
2. Predikat B

3. Predikat BB
4. Predikat C
5. Predikat CC

: 2 daerah

: 19 daerah

: 1 daerah
: 2 daerah
:4 daerah
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BAB. IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten
dan Kota atau Provinsi dengan Kabupaten dan Kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan
efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan
berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah
Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan
pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu
penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.Tujuan, dan
Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 4
(empat) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang
menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur
kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran
RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan
informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 4 (empat) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab
sebelumnya. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam
sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,

berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program biro-biro.
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D), Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah Provinsi;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Provinsi;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Pegawai ASN pada Perangkat

Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Memperhatikan sasaran pembangunan Pemerintah tahun 2019, prioritas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 serta capaian pelaksanaan kegiatan
sampai dengan tahun 2021 dan target indikator kinerja yang direncanakan pada Renstra
Sekretariat Daerah tahun 2023 - 2026, maka rencana program dan kegiatan Sekretariat
Daerah tahun 2023 - 2026 mendukung seluruh sasaran dan prioritas dimaksud serta
sebagai upaya pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah. Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maka tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah sesuai Tabel berikut:
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Tabel. 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Target Kinerja Tujuan

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran /Sasaran Pada Tahun Ke
2023 | 2024 | 2025 | 2026
. . Persentase Kebijakan
Mewujudkan Kebijakan Dael\lf[ae}? a?ﬁgafgzzggt;? ?r?ti\r}llan Daerah dibagian
1 Daerah yang . 5 ’ Pemerintahan, 95% 95% | 95% | 95%
. Kesejahteraan Rakyat dan .
berkualitas Kesejahteraan Rakyat dan
Hukum .
Hukum yang ditetapkan
Persentase Kebijakan
Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian
Daerah dibagian Perekonomian Perekonomian dan 95% | 950 | 95% | 950
dan Pembangunan serta Pembangunan serta
Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa
yang ditetapkan
Meningkatnya Kebijakan Persentase Kebijakan
Daerah dibagian Penataan Daerah dibagian Penataan 95% | 95% | 95% | 95%
Organisasi Organisasi yang ditetapkan
Mewujudkan Reformasi .
. . Meningkatkan Tata Kelola o B B B B
2 |  Birokrasi PD Setda Internal PD Setda Nilai RB PD Setda 67,00 | 67,50 | 68,00 | 68,50
yang berkualitas
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4.2 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah di tetapkan

sebagai berikut :

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan Penanggung
Jawab

1 | Meningkatnya Usulan Persentase Usulan (Jumlah Usulan
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah
dibidang Pemerintahan | dibidang yang dikel / Jumlah Biro
dan Otonomi Daerah Pemerintahan dan Rumusan Kebijakan Pemerintahan

Otonomi Daerah Daerah yang
yang tersusun dikeluarkan) x 100%

2 | Meningkatnya Usulan Persentase Usulan (Jumlah Usulan
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah
dibidang Kesejahteraan | Dibidang Yang Disusun/ Biro
Rakyat Kesejahteraan Jumlah Rumusan Kesejahteraan

Rakyat Yang Kebijakan Daerah Rakyat
Tersusun Yang Diusulkan) x
100%

3 | Meningkatnya Usulan Persentase Usulan Jumlah usulan
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah kebijakan / jumlah
dibidang Fasilitasi dan dibidang hukum rumusan kebijakan Biro Hukum
Koordinasi Hukum yang tersusun dibidang hukum x

100 %

4 | Meningkatnya Usulan Persentase Usulan (Jumlah Usulan Biro
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah Perekonomian
dibidang Perekonomian | dibidang yang disusunkan / dan
dan Pembangunan Perekonomian dan Jumlah Rumusan Administrasi

Pembangunan yang Kebijakan Daerah Pembangunan
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tersusun

yang diusulkan) X
100%

Meningkatnya Usulan
Kebijakan Daerah
dibidang Administrasi

Pembangunan

Persentase Usulan
Kebijakan Daerah
dibidang
Administrasi
Pembangunan yang

tersusun

(Jumlah Usulan
Kebijakan Daerah
yang disusunkan /
Jumlah Rumusan
Kebijakan Daerah
yang diusulkan) X
100%

Meningkatnya Usulan

Persentase Usulan

(Jumlah realisasi

Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah Usulan Kebijakan
dibidang Pelayanan dibidang Pengadaan | yang menjadi Bi
iro
Pengadaan Barang/Jasa | Barang dan Jasa yang | Kebijakan / Jumlah
Pengadaan
tersusun target Usulan
Barang Jasa
Kebijakan yang
menjadi Kebijakan) X
100%
Meningkatnya Usulan Persentase Usulan (Jumlah Usulan
Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah Kebijakan Daerah
dibidang Penataan dibidang Penataan yang disusunkan / Bi
iro
Organisasi Organisasi yang Jumlah Rumusan
Organisasi
tersusun Kebijakan Daerah
yang diusulkan) X
100%
Meningkatkan Survey Kepuasan Persentase Biro Umum

Pelayanan Internal PD

Setda

Pelayanan Internal

PD Setda

Perhitungan Survey
Pelayanan Internal

Setda
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BAB. V
SETRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun
pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi
pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program
sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan
strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan
sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah
kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah
yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan
pembangunan daerabh, rumusan strategi akan
mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai
dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh
karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program
pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi
perangkat daerah.

Bab ini memuat Strategi dan Kebijakan RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan
kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan
dianalisis pada bab-bab sebelumnya, maka rencana program dan kegiatan Sekretariat
Daerah tahun 2023 - 2026 mendukung seluruh Strategi dan arah kebijakan dimaksud
serta sebagai upaya pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah. Sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah maka tujuan penyusunan Renstra
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 - 2026, strategi
dan arah kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, tahun 2023 -2026

sebagaimana disajikan dalam Tabel V sebagai berikut:
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TABEL. V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Mewujudkan Kebijakan Daerah 1. Meningkatnya Kebijakan Daerah |1.1.Meningkatkan rumusan arah | 1.1.1 Meningkatkan  kualitas
yang berkualitas dibagian Pemerintahan, kebijakan Daerah terhadap koordinasi dan sinergitas

Kesejahteraan Rakyat  dan penyelenggaraan antar penyelengaraan
Hukum Pemerintahan, Kesejahteraan pemerintahan baik
Rakyat dan Hukum Provinsi maupun
Kabupaten/kota terhadap
penyusunan kebijakan

Daerah
2. Meningkatnya Kebijakan Daerah | 2.1. Meningkatkan rumusan arah | 2.11. Memperkuat dukungan
dibagian Perekonomian dan kebijakan daerah terhadap kebijakan Daerah beserta
Pembangunan serta Pengadaan laju Pertumbuhan perangkat pendukungnya
Barang/jasa Perekonomian dan demi mendorong laju
Pembangunan serta pertumbuhan ekonomi
pelaksanaan pengadaan dan pembangunan yang

barang dan jasa yang berkesinambungan
transparan

3. Meningkatnya Kebijakan Daerah | 3.1. Meningkatkan rumusan arah | 3.11. Memperkuat = Penataan
dibagian Penataan Organisasi kebijakan daerah terhadap Kelembagaan Pemerintah
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penguatan Penataan

organisasi yang ideal

Provinsi dan Kkelembagaan
Pemerintah Kabupaten/kota
yang lebih kredibel dan

berwibawa

Mewujudkan Reformasi Birokrasi

PD Setda yang berkualitas

1. Meningkatkan Tata Kelola

Internal PD Setda

1.1

Meningkatkan = kemampuan

Tata Kelola internal
Perangkat Daerah  menuju
terwujudnya Reformasi

Birokrasi

1.1.1. Penguatan Pengembangan

Kompetensi Sumber Daya

Manusia (SDM) yang

berkelanjutan untuk
mendukung I[P ASN yang
untuk

kelola

lebih  berkualitas
menjamin  Tata

Pemerintahan
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V.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT
DAERAH

Sebagaimana diuraikan dalam table V diatas, Sekretariat Daerah merupakan
Perangkat Daerah yang terbesar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan
dukungan kebijakan, dituntut untuk mampu berperan sebagai Perangkat Dearah yang
mampu meningkatkan kualitas kebijakan-kebijakan strategis Kepala Daerah yang disusun,
sehingga diharapkan dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good
Governance), sehingga perlu dirumuskan dalam Renstra Pemerintah Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 dengan sasaran yang meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Hukum;
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat ;

w

. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian dan
Pembangunan

. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Pengadaan Barang/Jasa

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Daerah di Bidang Penataan Organisasi ;

Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

N oo oo

Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.
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BAB. VI.
RENCANA, PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Program dan kegiatan merupakan program prioritas pada Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 mengacu
kepada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-
2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 yang selanjutnya akan digunakan
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam
periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman
dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima
tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Pemilihan kegiatan dari program prioritas tersebut dilaksanakan berdasarkan
strategi dan kebijakan dalam mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026. Program merupakan kumpulan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakaan secara sistematis dan terpadu dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran
lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencaapaian sasaran kinerja yang
memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi.

Indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup
kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui
apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran
digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan
membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk
menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang
terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup
dan sifat kegiatan instansi. Data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun
perencanaan) pada untuk setiap indikator kinerja merupakan data capaian awal tahun
perencanaan dan menjadi titik tolak perumusan target kinerja pada periode
perencanaan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana Tabel 6.1 berikut :
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PROGRAM FASILITAS| DAN KOORDINASI HUKUM

Fasilitasi enyusunan Produk Hukum

Pendokumentasian Produk Hukum dan

Naskah
Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum

Fasilitasi Bantuan Hukum

4.01.05.1.02.01 |Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

.1.02.02 |Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non

Jumlah produk hukum
pengaturan OPD mitra 1 yang
disusun

Jumlah produk hukum
penetapan yang disusun

Jumlah produk hukum yang
didokumentasi dan dikelola
informasi hukumnya

Jumlah produk hukum
Kabupaten /Kota yang
difasilitasi dan dievaluasi

Jumlah masalah hukum yang
diselesaikan

Jumlah Masalah Non Litigasi
yang diselesaikan

-- o . o m
—- - ‘ - -m-
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Mewujudka [ Meningkatnya Kebijakan Daerah dibagian 4 Program Kebijakan dan Pelayanan Barang dan Jasa 2,949,904,715 3,008,902,809 3,069,080,865 3,130,462,483 432 | 12,158,350,873
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Indikator Target Kinerja Program dan Kondisi Kinerja
pada akhir
b a Kinerja Tujuan, Data Capaian periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode rogram can Sasaran,Program pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 fTahun-4 ELIEEe Lokasi
)dan Aansnt target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a T
nx | Ferekonomiandan Fembangunan seria 4.01.07.1.01 |Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasal 1,089,750,000 1,111,545,000 1,133,775,900 1,156,451,418 144 4,491,522,318
Daerah Pengadaan Barang/Jasa
VA Jumlah L Hasil Strat
N . umlah Laporan Hasi rategi
berkualitas 4.01.07.1.0101 | Pengelolaan ST :Zgadaa" Barang | “pengadaan Barang dan Jasa N/A 12 141,500,000 12 144,330,000 12 147,216,600 12 150,160,932 48 583,207,532 | PANGKALPINA
Jumlah Laporan Hasil
4.01.07.1.01.02 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa N/A 12 826,500,000 12 843,030,000 12 859,890,600 12 877,088,412 48 3,406,509,012
Jumlah Laporan Hasil
Pemantauan dan Evaluasi
Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.07.1.0103 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan (Laporan) N/A 12 121,750,000 12 124,185,000 12 126,668,700 12 129,202,074 48 501,805,774
07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronika 1,649,562,916 1,682,554,174 1,716,205,258 6,665,540,893
Pengelolaan Sistem Pengadaan Jumlah Laporan Pengelolaan
07.1.02.01 Pengadaan Secara Elektronik N/A 12 1,427,218,545 12 1,455,762,916 12 1,484,878,174 12 1,514,575,738 48 5,882,435,373
1 cenm
Jumlah Laporan
07.1.02.02  |Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Sistem N/A 12 105,000,000 12 107,100,000 12 109,242,000 12 111,426,840 48 432,768,840
L0 anorany
P ol Si Inf " Jumlah Laporan Pengelolaan
07.1.02.03 engelolaan Sistem Informasi Sistem Informasi Pengadaan N/A 12 85,000,000 12 86,700,000 12 88,434,000 12 90,202,680 48 350,336,680
Bavana don 1aca (1
07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 247,794,893 252,750,791 257,805,807 1,001,287,662
Jumlah Dokumen Hasil
07.1.03.01 |Pembinaan Kelembagaan Pengadaan | e oz, yetembagaan NIA 12 79936170 [ 12 81534893 | 12 83165591 | 12 84,828,903 48 329,465,558
Jumlah Orang yang mengikuti
07.1.03.02 |embinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan Sumber Daya NIA 12 88,000000 [ 12 89,760,000 | 12 91555200 | 12 93,386,304 48 362,701,504
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Pendampingan,
Konsultasi dan/ atau Bintek
Pengadaan Barang dan Jasa
07.1.03.03 |Pendampingan, Konsultas dan /atau Ookamany 0 NIA 12 75000000 [ 12 76500000 | 12 78,030,000 | 12 79,580,600 48 309,120,600
BIRD ORGANISAS! SETDA PROVINS KEPLIAUAN BANGKA BELTUNG
Wewiuden | Meningkaken Tat Keol el PD Setia Indiatr: i Persentase sulan Kebiakan Deereh dideng 8% 19a0TE | 8% TRABETE | 8% 7308336740 | 8% 7583168277 8% 9007125270
Reformesi Birkrasi
PO Setls yong
7B PO Setla AT PERTAIN REANSAS) Penatsen Organissi
it Persentase Rurusen Kebikon Fasiltsi 80% 822470 | 80% 883365948 | 0% US| B0% 82687787 8% 2.883.183.054
4002400 Tl e || e e e B wwims| a0 [ B9AnSE | 1863401 i BABEBBEET |  Pangapiarg
Indkaor
Y 400210002 R b S Ittt el R [ 20662000 [ 227282002 [ 250010202 [ 77501223 @ 958923423 | Panghelpineng
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Indikator

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja

pada akhir
Kinerja Tujuan, Data Capaian periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Sasaran,Program pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Perangkat Lokasi
( ) dan At target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase Rurusen Kebiken Akunebiltas
i ilitasi i i il KinerjaBudaya Kerja dan Reformasi Birokrasi
(AL Kegiatan Fasitas Rernes Bolrest dan Auntalitas 8% 139530781 | 80% [ ) 1596532208 | 85% 1756285 430 85% 5123942216
400D Sub Kegen Perbinean P eeksenaan Reforesi Brokrsi Uik e el ek R E P 527391000 2 580130100 2 53814310 [} e I 2447621831 | Pengiclinang
A0L020.0.07 Sub Kegiatn Moniting den Evaluasi Akunables Kinerja A ST g lACtEE [/ 21244800 2 298369280 2 328206208 [ 361,026,829 @ 1258847117 [ Pengkapinang
40020003 Sub Kegiatn Evelusi Peloksanzan Budsa Kerja It R e 27 188,918,000 2 207803800 27 228580780 27 25143858 08 876768438 | Pangkalinang
40002002.04 Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana umizh dok Tatalaksana 3 0257928 33 71283718 33 85,002,090 k] 93513300 132 326067035 | Pengkapinang
A0L02.L02.05 Sub Kegiatan Fasiltasi Peninglatan Peleyanan Publik A el B T ) 2BIMBMS ) 287830928 ) 308580020 P 383482 i 1214637395 | Pangkdinang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
01.1.02  |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 80% 45,129,600,000 82% 49,642,560,000 83% 54,606,816,000 85%|  60,067,497,600 85%|  209,446,473,600
Jumlah Orang yang
01.1.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN N/A 48 45,000,000,000 48 49,500,000,000 48 54,450,000,000 48 59,895,000,000 192 208,845,000,000 | Pangkalpinang
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan N/A 12 12 12 _ 12 _ 48 - | e
Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan  |Laporan Hasil Koordinasi
01.1.02.05 Penyusunan Laporan 121,000,000
Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan JlicekCanidieneticaay
01.1.02.06 9 Yiap (dokumen) NIA 3 3 3 - 3 - 12 - | Pangkalpinang
STTErTTApOTaTTTeTaTTgaT
Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Skpp dan Laporan
Keuangan Bulanan/ Koordinasi Penyusunan
01.1.02.07 |Viwulanan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan N/A 18 29,600,000 18 32,560,000 18 35,816,000 18 39,397,600 72 137,373,600 | Pangkalpinang
01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 215,622,000
lumlal 'okumen Hasl!
Fasilitasi AdministrasiJumlah
01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan | rancana Kebutuhan Barang N/A 2 2 D, - 2 - 8 - | Pangkalpinang
— Jumran Dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah
=) Rarana Milik
Jumlah Laporan Rekonsiliasi
dan Penyusunan Laporan
S Barang Milik Daerah pada
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
01.1.03.05 V! P SKPD (laporan) NIA 1 1 1 - 1 - 4 - | Pangkalpinang
Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
01.1.03.06 _|Penatausahaan Barang Milik Daerah | Daerah pada SKPD (laporan) NA 12 178200000 | 12 196,020,000 | 12 215,622,000 12 237,184,200 48 827,026,200 | Pangkalpinang
Fen%lf_liﬁnNerifik i
um okumen Hasil
Pemanfaatan Barang Milik
0110307 |Pemanfaatan Barang Milik Daerah Daerah SKPD (dokumen) N/A 1 1 1 _ 1 B 4 o || e

4



Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan

Indikator

Kinerja Tujuan,
Sasaran,Program
( ) dan

Data Capaian
pada Tahun

Aseent

Target Kinerja Program dan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4.

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra

Perangkat

target

Rp

target Rp

target

target

Rp

target Rp

Lokasi

1

2

4

5

6

8

9 10

11

12

13

14

15

16

17

01.1.04

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

80%

82%)

83%)

85%)

85% -

01.1.04.04

Pendataan dan Pendaftaran Objek

Jumlah Data Objek, Subjek
dan Wajib Retribusi Daerah
(dokumen)

N/A

Pangkalpinang

01.1.04.05

Pengolahan Data Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Pengolahan, Pemeliharaan,
dan Pelaporan Data Retribusi
Daerah (laporan)

N/A

Pangkalpinang

Pelaporan Pengelolaan Retribusi

Jumlah Laporan Pengelolaan

01.1.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat

Daerah

80%

1,016,000,000

a
82%) 1,111,000,000

a
83%)

1,222,100,000

o
85%)

1,344,310,000

4
85% 4,693,410,000

110c 01

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Jumlah Unit Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai (unit)

anoonn

&onnnnn

n110End

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Jumlah Paket Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapan
(paket)

N/A

500 000 00N

il 550 00N 00N

&0t nnn nnn

GRS 50N 0NN

2220 500 000

N110503

Pendataan dan Pengolahan

Jumlah Dokumen Pendataan
dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian (dokumen)

Panakalninana

01.1.05.04

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem

Koordinasi dan
Pelaksanaaan Sistem
Informasi Kepegawaian
(dokumen)

N/A

Pangkalpinang

01.1.05.05

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai (dokumen)

N/A

Pangkalpinang

01.1.05.09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
(orang)

N/A

20

150,000,000

20 165,000,000

181,500,000

20

199,650,000

80

696,150,000

Pangkalpinang

01.1.05.10

Sosialisasi Peraturan Perundang-
L

Jumlah Orang yang
Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan (orang)

N/A

20

150,000,000

20 165,000,000

181,500,000

20

199,650,000

80

696,150,000

Pangkalpinang

01.1.05.11

Bimbingan Teknis Implementasi

Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan (orang)

N/A

10

210,000,000

10 231,000,000

10

254,100,000

10

279,510,000

40

974,610,000

Pangkalpinang

01.1.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

80%

14,410,000,000

82%) 15,851,000,000

83%)

17,436,100,000

85%)

19,179,710,000

85% 66,876,810,000

01.1.06.01

Penyediaan Komponen Instalasi

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (paket)

N/A

12

800,000,000

12 880,000,000

12

968,000,000

12

1,064,800,000

48

3,712,800,000

Pangkalpinang

0110602

Penyediaan Peralatan dan

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (paket)

90 000 000

1 19 000 000

20000000

385 990 000

48

12345 890 000

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan (paket)

100000000

1 110000000

122100000

464 100000

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan
(paket)

01.1.06.05

Penyediaan Barang Cetakan dan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan (paket)

N/A

12

450,000,000

12 495,000,000

544,500,000

12

598,950,000

48

2,088,450,000

Pangkalpinang
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Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang

01.1.06.06 Disediakan (dokumen) N/A 12

180,000,000 12 198,000,000 12

217,800,000 12 239,580,000 48 835,380,000 | Pangkalpinang
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Indikator

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja

pada akhir
Kinerja Tujuan, Data Capaian periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Program dan Sasaran,Program pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Perangkat Lokasi
( ) dan rereed] target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket
Bahan/Material yang
N | e e e Disediakan (paket) N7 10 £00 non onn 10 EE0 non onn IS | B VYV 10 coc con non 10 noonennnon | o
Jumlah Laporan Fasilitasi
Jumlah Laporan
01.1.06.09 PenyEIenggaraan Rapa[ Koordinasi .Fjenye.leng.gﬁ?aj‘_?iﬁit__; N/A 12 5,000,000,000 12 5,500,000,000 12 6,050,000,000 12 6,655,000,000 48 205,000,000 | Pangkalpinang
Jumlah Dokumen
0110610 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada Penatausahaan Arsip N/A 1 1 1 _ 1 _ 4 _ | panakalpinana
Jumlah Dokumen Dukungan
Dukungan Pelaksanaan Sistem 9
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD Pelaksanaan Sistem
01.1.06.11 D, i haci N/A 1 1 1 - 1 = 4 - | Pangkalpinang
Birokrasi 01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80% 6,505,000,000 82% 7,155,500,000 83% 7,871,050,000 85% 8,658,155,000 85% 30,189,705,000
Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
oiifozonl |acasadeanlkendaraslaeroranoan vana Disediakan (unit) N/A 3 1,800.000,000 3 1,980,000,000 3 2,178,000,000 3 2,395,800.000 12 8,353,800,000 | Pangkalpinang
Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau
. Lapangan yang Disediakan
01.1.07.02 |Pengadaan Kendaraan Dinas (unit) N/A 4 2,000,000,000 4 2,200,000,000 4 2.420,000,000 5 2,662,000,000 17 9,282,000,000 | Pangkalpinang
Jumlah Unit Alat Angkutan
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Darat Tak Bermotor yang
o mman Disediakan (unit) - o coe e - oo oo v oo oo . J——
01.1.07.05 |Pengadaan Mebel et Pt (s NIA 3 500,000,000 3 550,000,000 3 605,000,000 3 665,500,000 12 2,320,500,000 | Pangkalpinang
- Imlah Unit Peralatan dar
Pengadaan Peralatan dan Mesin U U FE G O .
01.1.07.06 N/A 50 650,000,000 50 715,000,000 55 786,500,000 60 865,150,000 215 3,016,650,000 | Pangkalpinang
01.1.07.07  [Pengadaan Aset Tetap Lainnya Lainnya yang Disediakan N/A 5 300,000,000 5 330,000,000 5 363,000,000 5 399,300,000 20 1,392,300,000 | Pangkalpinang
Jumlah Unit Ged Kant
Pengadaan Gedung Kantor atau umiah Unit &edung antor
atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan (unit)
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
(0 517z [FENEEEEEN ST GER [ AEETEE Disediakan (unif) N/A 3 a75000000| 3 522500000 3 574,750,000 3 632,225,000 12 2,204,475,000 | Pangkalpinang
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Pengadaan Sarana dan Prasarana Ban ur?an Lainnya yan
01.1.07.11 Pendukung Gedung Kantor atau Dlsegdlakan (unng’ yang N/A 3 300,000,000 3 330,000,000 3 363,000,000 3 399,300,000 12 1,392,300,000 | Pangkalpinang
01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80% 14,340,500,000 82%. 15,774,550,000 83% 17,352,005,000 85% 19,087,205,500 85% 66,554,260,500
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
(laporan) . e . pece . . e e " sovocec
Jumlah Laporan Penyediaan
0110800 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber |Jasa Komunlkgsh Sumber NA 12 4.500.000.000 12 4.950,000,000 12 AR GTIET) 1 5.089.500,000 48 20,884.500,000 | p —_—
AlaRliaan
0110803 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan N/A 12 2 000.000 000 12 2 200.000.000 12 5 420000000 12 2.662,000,000 48 9.282.000,000 | panakalninang
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum
0110804 . NIA 12 7,800,000,000 12 8,580,000,000 12 9 438 000 000 12 10,381,800,000 48 36,199,800,000 | p, 1ana
01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80% 8,850,000,000 82% 9,735,000,000 83% 10,708,500,000 85% 11,779,350,000 85% 41,072,850,000

247



Indikator Target Kinerja Program dan P Kondisi Kinerja
pada akhir
Kinerja Tujuan, Data Capaian periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode Bloezamdan Sasaran,Program pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 fTahun-4 ELIEnEkat Lokasi
[t ) dan rereet] target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ity Kenda}raan
" . Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan "
A Kendaraan Dinas Jabatan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelih d
n110001  |Ninas lahatan yANOIREtinarEican NIA 16 1 650 000 000 16 1815000000 16 1000 c0nonn 16 2196150000 64 657650000 | o
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah. INEITE EIRE (DTS
" . . Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan L
N . yang Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Operasional atau " 3
Dibayarkan Pajak dan
0110000 | ananoan NI/A, 78 2 200 000 000, 23 2 520 000 000 28 2 722 Nnon 00N an 2 0A1 200 000 220 10 A74 200 000 | D
01.1.09.05 |Pemeliharaan Mebel S ihieeshvand NIA 100 200000000 | 120 220000000 | 140 242,000,000 | 150 266,200,000 | 510 928,200,000 | Pangkalpinang
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin
01.1.09.06 . . o ) N/A 50 250,000,000 55 275,000,000 60 302,500,000 65 332,750,000 230 1,160,250,000 | Pangkalpinang
Lainnya Lainnya yang Dipelihara (unit)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
01.1.09.09 _|kantor dan Dl RElE iz () N/A 6 3,200,000,000 6 520,000,000 6 3,872,000,000 6 4,250,200,000 2 14,851,200,000 | Pangkalpinang
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan |atau Bangunan Lainnya yang
01.1.09.10 |Prasarana Gedung Kantor atau Dipelihara/Direhabilitasi (unit) N/A 6 1,000,000,000 6 1,100,000,000 6 1,210,000,000 6 1,331,000,000 24 4,641,000,000 | Pangkalpinang
Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
. - Gedung Kantor atal
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Ban;ur?an LainnyaL)jrang
01.1.09.11 Prasarana Pendulfung Gedung Kantor Dipelihara/Direhabilitasi (unit) 302,500,000
atau Banaunan Lainnva s e — — - - -
01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 80% 1,965,000,000 82%) 2,161,500,000 83% 2,377,650,000 85% 2,615,415,000 85% 9,119,565,000
Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan danlwgkn Ke;)ala D
01.1.11.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala (orang/bulan) N/A 12 300,000,000 12 330,000,000 12 363,000,000 12 399,300,000 48 1,392,300,000 | Pangkalpinang
Jumlah Paket Pakaian Dinas
dan Atribut Kelengkapan
. . . . Kepala Daerah dan W akil
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Daerah yang
01.1.11.02  |Kelengkapan Kepala Daerah dan W akil : 102,850,000
Disediakan (paket)
Kepala Daerah
. Jumlah Orang yang
01.1.11.03 |Petaksanaan Medical Check Up Kepala. {yjongikiyii Medical Check Up NIA 6 80,000,000 6 88,000,000 6 96,800,000 6 106,480,000 24 371,280,000 | Pangkalpinang
STa OTang yang
Penyediaan Dana Penunjang Menerima Dana Penunjang
01.1.11.04 |Operasional Kepala Daerah dan Wakil |OPerasional Kepala Daerah N/A 12 1,500,000,000 12 1,650,000,000 12 1,815,000,000 12 1,996,500,000 48 6,961,500,000 | Pangkalpinang
dan Wakil Kenala Daerah
01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 80% 2,450,000,000 82% 2,695,000,000 83%) 2,964,500,000 85% 3,260,950,000 85% 11,370,450,000
Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
" Daerah yang Disediakan
01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga (paket) N/A 12 900,000,000 12 990,000,000 12 1,089,000,000 12 1,197,900,000 48 4,176,900,000 | Pangkalpinang
Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil Kepala
" Daerah yang Disediakan
01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga (paket) N/A 12 600,000,000 12 660,000,000 12 726,000,000 12 798,600,000 48 2,784,600,000 | Pangkalpinang
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Jumlah Paket Kebutuhan

Rumah Tangga Sekretariat
" Daerah yang Disediakan
EiLapEE | [FEDEIEET G (RUTEN ENEER ||reney) N/A 12 950,000,000 12 1,045,000,000 12 1,149,500,000 12 1,264,450,000 8 4,408,950,000 | Pangkalpinang
01.1.13 _ |Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 80% 1,560,000,000 829%) 1,716,000,000 83% 1,887,600,000 85%|  2,076,360,000 85%|  7,239,960,000
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Indikator Target Kinerja Program dan P Kondisi Kinerja
pada akhir
Kinerja Tujuan, Data Capaian periode Renstra
Tujuan Sasaran Kode R EmGED Sasaran,Program pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Perangkat Lokasi
[t ) dan rereet] target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen Materi
Pimpinan yang Disiapkan
. P (dokumen) ;
01.1.13.01  |Penyiapan Materi Pimpinan N/A 12 200,000,000 12 220,000,000 12 242,000,000 12 266,200,000 48 928,200,000 | pangkalpinang
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Komunikasi
01.1.13.02 _|Fasilitasi Komunikasi Pimpinan AT () NIA 12 1,160,000000 | 12 1,276,000000 [ 12 1,403,600,000 [ 12 1,543,960,000 48 5,383,560,000 | Pangkalpinang
Jumlah Laporan Pengelolaan
Dokumentasi Pimpinan
01.1.13.03 |pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 2P°a" NIA 12 200000000 | 12 220000000 | 12 242,000,000 | 12 266,200,000 48 928,200,000 | Pangkalpinang
01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan 80% 3,244,000,000 82%| 3,568,400,000 83% 3,925,240,000 85%| 4,317,764,000 85% 15,055,404,000
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi dan Koordinasi
01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan | Pelaksanaan Acara (laporan) N/A 12 1,000,000,000 12 1,100,000,000 12 1,210,000,000 12 1,331,000,000 48 4,641,000.000 | Pangkalpinang
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Fasilitasi Kuni T Kepal Kepala Daerah dan W akil
e A aaaR  |[FEEIEE ROEE TENY (G Kepala Daerah (laporan) N/A 12 00,000,000 12 880,000,000 12 968,000,000 12 1,064.800.000 48 3.712.800.000 | Pangkalpinang
Jumlah Laporan Pengelolaan
Hubungan Keprotokolan
01.1.14.03  [Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (aporan) N/A 12 1,444,000,000 12 1,588,400,000 12 1,747,240,000 12 1,921,964,000 48 6,701,604,000 | Pangkalpinang
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2021 sebagai beikut :

BAB. VII
KINERJA URUSAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menujukan
kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD sebagaimana dalam Tabel T.c.. 28

Pencapaian kinerja secara maksimal Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, diharapkan dapat mendukung program pemerintah tahun 2017 -

Tabel T,c. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Megacu pada Tujuan dan sasaran RPD.

NO Indikator Kondisi Kondisi
Kinerja pada Kinerja
awal periode Target Capaian Setiap Tahun pada

RPD akhir
periode
Tahun 0 Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
1 2 3 4

1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Presentase PD yang CcC B B B B B

Nilai Evaluasi RB

mencapai BB 58,56 65,49 65,39 66,84 66,08 66,08

Untuk dapat mengetahui keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021 -
2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan target yang
harus dicapai berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah melalui nilai Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel T,c. 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Megacu pada Tujuan dan sasaran RPD.

NO Indikator Kondisi Kondisi
Kinerja pada Kinerja
awal periode Target Capaian Setia p Tahun pada

RPD akhir
periode
Tahun 0 Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
1 2 3 4

1 (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8)
1 Presentase PD yang B B B B B B

Nilai Evaluasi RB

mencapai BB 66,08 67,00 67,50 68,00 68,00 68,00
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BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah Dokumen perencanaan bidang/urusan
Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk
peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka
mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah
diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan
yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk
tercapainya sasaran Pembangunan Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa
Renstra Sekretariat Daerah ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja
Sekretariat Daerah. Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat Daerah serta digunakan sebagai
bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat Daerah merupakan solusi yang paling
tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dan
atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra
Sekretariat Daerah yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat
Daerah harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Sekretariat Daerah. Laporan Kinerja
(LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan
(improving) pencapaian kinerja Sekretariat Daerah dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua
pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEP. BANGKA BELITUNG

Dr. Dys. NAZIARTO, SH., MH
NIP. 19640321 199103 1 009
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